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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan  
(Q.S. Al Insyiroh: 6 ) 
 
Siapa yang merintis jalan mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke Surga (HR. Muslim) 
I know that the greatest women in the world is MY MOM.... (NN) 
Mencintai diri sendiri berarti mau belajar mengenal kelebihan dan 
kekurangan diri juga rela menerima apa adanya dan bersedia 
mengembangkan talenta yang kita punyai (Andrie Wongso) 
Jika kita dapat mensyukuri sukses kecil yang kita peroleh dan tetap 
mau melanjutkan perjuangan secara konsisten, maka sukses besar 
pasti akan kita raih (Andrie Wongso) 
Dalam hidup, kadang kita membutuhkan “paus-paus kecil” agar kita 
berusaha maksimal untuk memperoleh target (NN) 
Kita belum pernah mendengar siapapun tersandung ketika sedang 
duduk, karena itu, jalanlah terus meskipun kita tersandung dan 
jangan berhenti. Menyerah itu hal mudah yang bisa dilakukan oleh 
siapapun, tetapi tetap bertahan di kala semua orang menganggap kita 













































































































Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini Penulis 
persembahkan kepada: 
Allah SWT, Penguasa seluruh alam semesta, 
Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat, 
Bapak dan Ibu tercinta, 
MCC FH UNS, 
Mas Lafif.... 
& 




































































































Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan nikmat beserta petunjuk-Nya sehingga Penulis akhirnya 
dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “STUDI 
KOMPARASI HUKUM PENGATURAN BENTUK PROGRAM 
PERLINDUNGAN SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
DENGAN WITNESS PROTECTION ACT 2000 OF QUEENSLAND”. 
Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat 
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidaklah 
mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang 
telah membantu menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 
3. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum. dan                                              
Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis 
yang telah memberikan bantuan dan arahan untuk membimbing Penulis, 
memberikan bantuan moril kepada Penulis agar dapat menjadi sarjana cerdas 
dan pekerja keras dan juga selaku pembimbing Moot Court KOMUSEMA 
yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk kelangsungan Moot 
Court FH UNS tercinta. 
4. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis 














































commit to user 
xi 
 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu Karyawan serta segenap staf Tata Usaha, Bagian Pendidikan, 
Bagian Kemahasiswaan, Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, dan Bagian 
Keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya 
kepada Penulis, juga doa yang tiada pernah putus sehingga membuat Penulis 
senantiasa tenang dan tetap semangat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 
8. Mas Lafif, terima kasih telah menemaniku dengan penuh kesabaran dan 
kesetiaan, juga doa dan dukungan yang selalu membuat Penulis bersemangat 
untuk segera menyelesaikan kuliah. 
9. Mbak Fitri, Mas Shohib, Mbak Lika, Mas Eko, De’ Utsman yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan 
Penulisan Hukum ini, juga keponakan kecilku, Shofy dan Athiyah, atas 
kelucuan dan kepolosan yang mampu menghibur Penulis di tengah kegalauan 
dan kebuntuan berpikir. 
10. Adik sepupuku, Arini Rifqya yang selalu menjadi tempat curhat Penulis.  
11. Bapak dr. Usman Arifin, Sp.Og dan keluarga, terima kasih atas doa dan 
dukungannya selama ini. 
12. Segenap staf Bagian Hukum Pengelolaan Utang, Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan R.I: Bapak Bastian, Ibu Susi, Ibu Uma 
(kapan kita makan bareng lagi?), Pak Roni (terima kasih atas kesediaan 
menjadi teman diskusi), Mbak Titin (Ragusaaa), Mbak Poppy, Mbak Nisya, 
Mbak Ella, Mbak Dewi,  Gayo (empat sekawan), Mas Indri, Mas Rona, Mas 
Tomi, Mas Ichal, Mas Rahmad, terima kasih atas dukungan dan doa yang 
selalu diberikan kepada penulis, doakan saya segera kembali ke sana teman-
teman.... 
13. Keluarga Besar Moot Court Community FH UNS: Hifni, Jupri, Hage, Galih,  
Elvira, Tanty (cepetan nyusul teman-teman....), Rere (KCB sejati), Corry (PH 













































commit to user 
xii 
 
Vetty, Galuh, Anik, Riris, Orin, Yanuar “si Korea”, Naris, Ines, teruskan 
perjuangan kalian.... 
14. Sahabat-sahabatku tersayang: Shinta (makasih selalu bersedia direpotkan), 
Venni (teman curhat),  Bundow Tiyas (ayo ayo, semangat Bun..), Citra 
(kadang kamu bisa jadi kakak buat aku), Hengky Pengkii (ayo, ndang 
nyusul), Sedulurku Adhy (Gong sudah dipukul lhooo), terimakasih atas 
keceriaan dan kebersamaan serta dukungan yang tak pernah putus, tak ada 
hari yang tak indah selama kalian di sisiku. 
15. Teman-teman kost yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi tempat 
berbagi: Dududh (makasih ya udah ngajarin cara bikin daftar isi, hehe..), 
Nopek (3,5 tahun bersama dalam 1 kamar, makasih Phe...), Dasri, Uhna, 
Niyyem, Bu Guru Wulu (jaga kesehatan yaa), de’ Aning. 
16. Teman-teman seperjuangan: Eka (inget pas semester awal, tiap hari kita jalan 
bareng ke kampus, hehe...), Luris (jalan-jalan ke Tanah Abang lagi yuuu...), 
Fetty (perjuangan kita ga sia-sia), Merlin (tetep semangat yaa). 
17. Seluruh keluarga besar Angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
18. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penulisan Hukum ini yang 
tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih 
jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, 
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan 
Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya. 




















































Halaman Judul .............................................................................................  i 
Halaman Persetujuan Pembimbing  .............................................................  ii 
Halaman Pengesahan Penguji  .....................................................................  iii 
Halaman Pernyataan  ...................................................................................  v 
Motto  ........................................................................................................... vi 
Halaman Persembahan  ................................................................................ vii 
Kata Pengantar  ............................................................................................ viii 
Daftar Isi  ..................................................................................................... xi 
Daftar Tabel  ................................................................................................ xiv 
Daftar Gambar  ............................................................................................. xv 
Daftar Lampiran  .......................................................................................... xvi 
Abstrak  ........................................................................................................ xvii 
Abstract  ....................................................................................................... xviii 
BAB I. PENDAHULUAN  ......................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah  ..................................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ...........................................................................  11 
C. Tujuan Penelitian  ............................................................................  11 
D. Manfaat Penelitian  .......................................................................... 12 
E. Metode Penelitian  ........................................................................... 12 
F. Sistematika Penulisan Hukum  ........................................................ 17 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 19 
A. Kerangka Teori  ............................................................................... 19 
1. Tinjauan Umum tentang Teori Perbandingan Hukum 
a. Peristilahan dan Definisi Perbandingan Hukum  ................. 19 
b. Perkembangan Pengertian Perbandingan Hukum  ............... 22 
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Saksi 
a. Pengertian Saksi  .................................................................. 24 













































commit to user 
xiv 
 
3. Tinjauan tentang Perlindungan Saksi di Indonesia  ................... 29 
4. Tinjauan tentang Perlindungan Saksi di Queensland  ................ 34 
B. Kerangka Pemikiran  ........................................................................ 37 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ....................... 39 
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Bentuk Program 
Perlindungan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ................................. 39 
1. Persamaan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan saksi dan Korban dengan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland ............................. 39 
2. Perbedaan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ............................ 40 
B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Bentuk Program  
Perlindungan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ................................. 74 
1. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan  
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ............................. 74 
a. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahum 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  ........................... 74 
b. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut  













































commit to user 
xv 
 
2. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan  
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ............................. 88 
a. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  ............................ 88 
b. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan  
Saksi Menurut  
Witness Protection Act 2000 of Queensland  ....................... 102 
BAB IV. PENUTUP  .................................................................................. 106 
A. Simpulan .......................................................................................... 106 

































































Tabel 1. Perbedaan Bentuk Program Perlindungan Saksi 












































































Gambar 1. Kerangka Pemikiran  .................................................................. 37 
Gambar 2. Struktur Organisasi LPSK  ......................................................... 77 
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat LPSK  ...................................... 77 




















































































































































Layyinatus Shifah, E0007154. 2011. STUDI KOMPARASI HUKUM 
PENGATURAN BENTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN WITNESS 
PROTECTION ACT 2000 OF QUEENSLAND. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
serta kelebihan dan kelemahan bentuk program perlindungan saksi menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland.  
Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang 
memberikan preskriptif mengenai mengenai pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan 
dengan analisis isi (content analysis). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan bentuk 
program perlindungan saksi yang diterapkan di Indonesia dan Queensland 
memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Dari segi prosedural, perlindungan 
saksi di Indonesia dan Queensland sama, yaitu diawali adanya perjanjian tertulis 
antara saksi dengan lembaga perlindungan, sedangkan perbedaan mendasar antara 
keduanya adalah mengenai konsep program perlindungan saksi. Selain itu, 
ditemukan banyak kelebihan maupun kelemahan mengenai bentuk program 
perlindungan saksi yang diterapkan di Indonesia dan Queensland. Perlindungan 
saksi di Queensland pada kenyataannya lebih efektif dibandingkan dengan 
Indonesia. Berkaca pada perlindungan saksi di Queensland, diharapkan Indonesia 
dapat mengambil nilai positif sehingga dapat meningkatkan optimalisasi dan 
efektifitas perlindungan terhadap saksi demi menegakkan keadilan dan hak asasi 
manusia.  
Kata kunci: Program Perlindungan Saksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 




















































Layyinatus Shifah, E0007154. 2011. STUDY ON COMPARATIVE LAW 
ABOUT CONTROLLING WITNESS PROTECTION PROGRAM 
ACCORDING TO THE ACT NUMBER 13, 2006 ABOUT PROTECTION 
OF WITNES AND VICTIM WITH WITNESS PROTECTION ACT 2000 
OF QUEENSLAND. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
The purpose of this writing is to know about the similarity and difference, 
advantage and weakness about witness protection program according to The Act 
Number 13, 2006 about Witness and Victim Protection with Witness Protection 
Act 2000 of Queensland. 
This law essay including kind of normative law research that give a 
prescriptive about controlling of witness protection program according to The Act 
Number 13, 2006 about Witness and Victim Protection with Witness Protection 
Act 2000 of Queensland which using secondary material law that be The Act 
Number 13, 2006 about Witness and Victim Protection with Witness Protection 
Act 2000 of Queensland. Technique collecting of material law is doing by library 
research to collect and arrange material law that relate with the problem which 
researched, and the way is by inventarization and learning The Rules, Books, 
Essays and documents that relate with the problem that researched by the writer. 
In addition analysis technique of material law is doing by content analysis. 
The result that can be got from this research is controlling witness 
protection program which implemented in Indonesia and Queensland have the 
similarity and difference. From the procedural side, witness protection in 
Indonesia and Queensland is same, begin from the agreement between witness 
and the Protection Agency, but the principle differences between them is about 
concept of Witness Protection Program. Besides, it found many advantage or 
weakness about witness protection program which implemented in Indonesia and 
Queensland. Witness protection in Queensland actually more optimal compare to 
Indonesia. Reflect on witness protection in Queensland, hopefully Indonesia can 
take the positive value, so it can increase optimalization and effectivity protection 
toward witness for the justice and human right. 
Key word: Witness Protection Program, The Act Number 13, 2006 about Witness 
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BAB I.  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan 
penegakan hukum pidana memang bukan perkara yang mudah dan sederhana 
untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat 
menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius 
dari pemerintah. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan 
hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap saksi dalam suatu tindak pidana (Dikdik M. Arief 
Mansur dan Elisatris Gultom, 2006: 24). 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana 
dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-
asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui 
eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap saksi. 
Perlu diketahui bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian 
hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum 
dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu 
hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan 
hukum dalam suatu proses hukum yang adil. Dalam penyelenggaraan, hukum itu 
bisa (atau tidak bisa) memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan 














































commit to user 
2 
 
Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan saksi 
dan korban adalah penting. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang 
tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang 
sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-
hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini 
mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama 
dalam kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah 
tangga, korupsi, narkotika dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
(http://www.elsam.or.id/saksi-dalam-ancaman.pdf, diakses tanggal  6 Oktober 
2010, pukul 16.45 WIB). 
Persoalan saksi dan korban dalam hukum pidana dan sistem peradilan 
pidana adalah persoalan yang sangat kompleks karena menyangkut persoalan 
sosial dan kemanusiaan serta dampak yang luas. Secara asasi, setiap orang 
memiliki hak untuk memperoleh keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu 
“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan cara 
mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, 
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 
tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang 
objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 
benar”. Oleh karena itu, sejatinya parameter keadilan dalam sistem peradilan 
pidana pun tidak melihat pada seberapa berat pelaku dikenai pidana, tapi 
bagaimana saksi dan korban dapat berperan aktif dalam proses peradilan serta 
memperoleh penyelesaian kasusnya sesuai dengan apa yang menjadi haknya, 
artinya hak-hak saksi dan korban harus dihormati dan dipenuhi. 
Dilihat dari sudut perUndang-Undangan, kedudukan saksi-termasuk 
korban- berada dalam posisi yang lemah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang 
ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila 
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hukum bagi tersangka atau terdakwa di lain pihak, maka akan diperoleh pemikiran 
bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa diberikan karena kedudukannya yang 
lemah sehingga rawan abuse of power, sedangkan saksi sebagai warga 
masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, 
karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum 
dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan 
baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya dengan mencermati kenyataan, 
kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, mereka sama-
sama memerlukan perlindungan karena: 
1. Bagi saksi (terutama yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah 
suatu hal yang mudah; 
2. Apabila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana 
karena dianggap bersumpah palsu; 
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat 
ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan; 
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya; 
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang 
tersangka atau terdakwa (http:///www.pemantauperadilan.com/opini/49-
PERLINDUNGAN%20SAKSI%20DAN%KORBAN%SEBAGAI%SARAN
A%20MENUJU%PROSE.pdf ,diakses tanggal 17 September 2010, pukul 
16.13 WIB). 
Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, 
sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu 
dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. 
Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak 
awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus 
pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu 
pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di 
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memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai 
kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 
Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari beberapa alat 
bukti yang lain tentunya karena keterangan saksi mempunyai kelebihan 
dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Pakar hukum pidana Universitas 
Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat bahwa alasan penempatan 
alat bukti saksi di urutan pertama karena keterangan saksi merupakan alat bukti 
yang paling kuat. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan berbagai dugaan 
tindak pidana yang sangat sulit memperoleh hard evidence, sehingga harus 
banyak bergantung pada keterangan saksi (Bambang Santoso, 2006: 11). 
Keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak 
kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata 
maupun pidana. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan 
merupakan salah satu bukti penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus sebuah perkara. Ironisnya, banyak kasus yang harus berhenti di tengah 
jalan akibat tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menyeret pelaku di muka 
persidangan. Kondisi tersebut akan mengakibatkan para penegak hukum 
mengalami kesulitan dalam menginvestigasi lebih lanjut suatu kasus. Bukan hal 
yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman baik fisik maupun 
psikis banyak menimpa orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu 
proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat 
memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana 
(http://www.bloghukum.com, diakses tanggal 17 September 2010, pukul 16.25 
WIB).  
Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena 
hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam 
penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakan 
hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak 
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fenomena tersebut sudah sejak lama ada di Indonesia, terutama berkaitan dengan 
kasus-kasus besar yang banyak di-expose oleh media baik cetak maupun 
elektronik. Sekarang ini masyarakat Indonesia sedang disuguhi oleh kasus tindak 
pidana penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak yang disidik 
oleh Mabes Polri. Susno Duadji mengekspos adanya keganjilan proses penyidikan 
dan penuntutan serta persidangan kasus tersebut. Di sini ia mengendus adanya 
indikasi peyimpangan karena uang bukti kejahatan sebesar Rp 25 miliar di 
rekening Gayus Tambunan (pegawai pajak yang didakwa menggelapkan dana 
pajak) yang dibekukan pada masa Susno Duadji sebagai Kabareskrim telah 
dicairkan dan ia juga menduga vonis pengadilan pun terdapat unsur keganjilan. 
Ditengarai ada makelar kasus (Markus) yang menggarap kasus pidana ini dengan 
melibatkan 2 jenderal dan 2 perwira menengah Polri.  Pengungkapan keterangan 
Susno Duadji tersebut tentu cukup menarik untuk diikuti, didengar dan ditindak 
lanjuti karena sebagai mantan pejabat yang langsung menyidik kasus tersebut, dia 
mengetahui detail tentang dinamika kasus tersebut.  Fenomena pengungkapan 
Markus oleh Susno Duadji ini menjadi pro dan kontra dikarenakan saat ini Susno 
Duadji sebaga pengungkap fakta (whistle blower) ternyata malah dijadikan 
tersangka 
(http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
92&Itemid=192 , diakses tanggal 17 September 2010, pukul 16.26 WIB). 
Kasus lain yang serupa dialami oleh Vincentius Amin Sutanto. Vincentius 
Amin Sutanto adalah orang yang banyak mengetahui tindak pidana yang sedang 
diproses oleh Dirjen Pajak, yang diduga merugikan keuangan negara sangat besar. 
Dan hanya dengan kesaksiannya, akan dapat diungkap kasus tersebut, dan uang 
negara diselamatkan. Peran besar Vincent dalam mengungkap kasus tersebut, 
ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Vincent pada 
akhirnya harus meringkuk dalam penjara, dengan tuduhan melakukan tindak 
pidana pencucian uang. Oleh Pengadilan, Vincent diganjar 11 tahun penjara. 
Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan 
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Meskipun di Indonesia telah ada Undang-Undang yang secara khusus 
mengatur masalah perlindungan saksi dan korban, tetapi pada kenyatannya 
undang-undang tersebut masih memerlukan banyak masukan dalam 
pelaksanaannya. Apabila mencermati terhadap undang-undang dan praktek dalam 
program perlindungan saksi di berbagai negara yang sudah menerapkan 
mekanisme perlindungan saksi, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang telah dimiliki memang berbeda dari segi substansinya.  Sebagai 
negara yang tergolong baru dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban, maka tidak ada salahnya untuk belajar dari negara lain. Hal ini 
dilakukan demi peningkatan efektifitas penerapan undang-undang yang sudah ada 
tersebut. Kondisi Indonesia yang baru akan memulai dan menggunakan 
mekanisme perlindungan saksi ini, tentunya membutuhkan masukan penting dari 
berbagai studi, riset, dan pengalaman berbagai negara yang telah terlebih dulu 
melakukan program perlindungan saksi. Harapannya, pembelajaran terkait 
kelembagaan perlindungan saksi dan korban di berbagai negara bisa menjadi 
bahan pelengkap untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam memberikan 
perlindungan terhadap saksi dan korban terutama untuk meminimalisasi 
kelemahan-kelemahan yang potensial timbul dalam proses implementasi undang-
undang. 
Kesaksian yang berkualitas hanya akan didapat apabila ancaman-ancaman 
baik yang bersifat fisik maupun psikis terhadap saksi, kerugian materiil dan 
berbagai masalah lainnya yang menjadi kendala, dihilangkan. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan kepada saksi. 
Perlindungan ini baru dapat dilakukan apabila telah ada ketentuan-ketentuannya. 
Ketentuan seperti ini telah dikenal di berbagai negara dalam bentuk Undang-
Undang atau Act. Beberapa negara yang juga memiliki Undang-Undang 
perlindungan saksi antara lain Victim/Witness Protection Act 1984 di Amerika 
Serikat, Republic Act Nomor 6981 Witness Protection, Security and Benefit Act di 
Filipina, Bill C-46 1997 di Kanada, serta Witness Protection Act 2000 of 
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tersebut juga tidak lepas dari masalah perlindungan saksi, tetapi mereka telah 
terlebih dahulu menerapkannya dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia 
sendiri, pemberian perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Salah satu keberhasilan program perlindungan saksi dilaksanakan oleh 
Australia, khususnya di negara bagian Queensland. Pada tahun 1983, sebuah 
komisi kerajaan telah menyoroti kebutuhan Australia untuk memanfaatkan 
informan dalam perjuangan melawan kejahatan terorganisir, dan agar para pemain 
tingkat bawah diberikan insentif untuk memberikan informasi tentang petinggi 
organisasi. Pada saat itu, pemberian perlindungan saksi adalah hal yang ditangani 
oleh masing-masing kantor kepolisian dan pendekatannya berbeda, dimana 
beberapa menekankan perlindungan 24 jam dan yang lain lebih menghendaki 
relokasi saksi dengan identitas baru. Pada tahun 1988, sebuah gabungan komisi 
parlemen melakukan penyelidikan komprehensif terhadap isu  perlindungan saksi, 
dan laporannya mengantarkan perkenalan terhadap Undang-Undang Perlindungan 
Saksi pada Tingkat Persemakmuran Tahun 1994, dan berlakunya peraturan yang 
serupa pada beberapa Negara bagian dan Wilayah Ibukota Australia. Undang-
Undang tersebut mempunyai tujuan antara lain 
(http://www.abc.net.au/rn/talks/bbing/stories/s26032.htm, diakses tanggal 19 
Desember 2010, pukul 17.18 WIB) : 
1. Membentuk Program Perlindungan Saksi Nasional (National Witness 
Protection Program – NWPP) dan menetapkan kriteria ambang batas bagi 
seorang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam NWPP. Seorang saksi 
menjadi ‘peserta’ ketika dirinya diterima dalam program;  
2. Memberikan wewenang kepada Polisi Federal Australia untuk mengelola 
penempatan dan pencabutan saksi dalam NWPP, termasuk penandatanganan 
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3. Menetapkan mandat atas pembentukan register peserta yang sekarang atau 
dahulu berada dalam NWPP, yang memuat informasi nama peserta dengan 
identitas baru, dan rincian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;  
4. Menjaga integritas dokumen identitas Persemakmuran (nomor berkas pajak, 
paspor) asalkan dokumen identitas peserta dalam program perlindungan saksi 
sub-nasional tidak dapat diberikan kecuali disertai peraturan pelengkap dan 
petunjuk menteri dari Negara bagian atau wilayah yang berhubungan dengan 
isu dokumen identitas tersebut;  
5. Memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa peserta tidak memanfaatkan 
identitas barunya untuk menghindari tanggung jawab perdata atau pidananya, 
dan menetapkan bahwa saksi tidak dapat dimasukkan dalam NWPP sebagai 
upaya pendorong atau penghargaan karena dirinya akan memberikan 
pembuktian atau kesaksian;  
6. Menetapkan sanksi pidana terhadap pengungkapan informasi peserta secara 
tidak sah dan menetapkan sanksi pidana terhadap peserta yang mengungkapkan 
informasi yang berhubungan dengan NWPP  
Pada tahun 1997, Undang-Undang tersebut diamandemen untuk 
memungkinkan peserta NWPP melakukan pengungkapan untuk tujuan pengajuan 
keluhan atau memberikan informasi kepada Ombudsman Persemakmuran. Pada 
tahun 2002, Undang-Undang tersebut diamandemen kembali untuk mengizinkan 
masuknya orang dalam NWPP berdasarkan permohonan Pengadilan Internasional. 
Proses pertimbangan seorang yang dinominasikan oleh Pengadilan tersebut untuk 
diterima dalam NWPP mirip dengan proses penerimaan warga Negara asing atau 
penduduk dalam NWPP. Hingga tulisan ini tercipta, Negara bagian dan wilayah 
Australia berikut ini telah memberlakukan skema perlindungan saksi regional 
sebagai pelengkap NWPP 
(http://www.abc.net.au/rn/talks/bbing/stories/s26032.htm, diakses tanggal 19 
Desember 2010, pukul 17.18 WIB) : 
1. Wilayah Ibukota Australia: Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996 
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3. Northern Territory: Undang-Undang Perlindungan Saksi 2002 
4. Queensland: Undang-Undang Perlindungan Saksi 2000 
5. South Australia: Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996 
6. Tasmania: Undang-Undang Perlindungan Saksi 2000 
7. Victoria: Undang-Undang Perlindungan Saksi 1999 
8. Western Australia: Undang-Undang Perlindungan Saksi 1996 
Salah satu negara bagian Australia yang turut membentuk undang-undang 
perlindungan saksi di tingkat regional sebagai pelengkap Program Perlindungan 
Saksi Nasional (NWPP) adalah Queensland. Queensland memerlukan waktu 
kurang lebih selama 11 tahun untuk dapat membuat Undang-Undang 
Perlindungan Saksi. Undang-Undang Perlindungan Saksi Tahun 2000 atau 
Witness Protection Act 2000 of Queensland dibentuk dengan mengilhami 
penyelidikan seorang bernama Tony Fitzgerald yang menyelidiki kasus korupsi di 
tubuh kepolisian Queensland. Melalui penyelidikan ini, kasus korupsi besar yang 
terjadi di Kepolisian Queensland terungkap dan yang menjadi tersangka adalah 
pejabat di kepolisian itu sendiri. Penyelidikan ini mengisyaratkan bahwa tanpa 
adanya saksi yang mengetahui perihal suatu tindak pidana, maka tindak pidana itu 
tidak akan bisa terungkap. Penyelidikan ini yang kemudian mendorong 
terungkapnya kasus-kasus lain. Proses pengungkapan kasus-kasus pidana itulah 
yang kemudian mendorong perlunya pemberian perlindungan terhadap saksi yang 
dilaksanakan melalui sebuah program perlindungan saksi 
(http://www.cmc.qld.gov.au/asp/index.asp%3Fpgid%3D10877, diakses tanggal 19 
Desember 2010, pukul 17.07 WIB). 
Sampai saat ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi Tahun 2000 atau 
Witness Protection Act 2000 baru mengalami 1 (satu) kali amandemen, yaitu pada 
tahun 2001 dan telah berhasil memberikan perlindungan kepada lebih dari 1000 
orang saksi. Selama hampir 10 tahun penerapan undang-undang ini, tidak ada 
kendala berarti sehingga pelaksanaan program perlindungan saksi di Queensland 
dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila Indonesia 
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atau Witness Protection Act 2000 of Queensland  agar penerapan Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dapat berlaku lebih efektif, 
khususnya dalam menjalankan program perlindungan saksi yang diatur dalam 
undang-undang ini.  
Perlu diketahui bahwa setiap proses hukum mempunyai resiko bagi saksi, 
dan membandingkan kedua sistem perlindungan saksi ini, khususnya antara 
Indonesia dan Queensland, akan memberikan pengetahuan tentang perlindungan 
terbaik yang dapat diberikan kepada saksi. Membandingkan kedua sistem 
perlindungan saksi ini bukan berarti untuk mencari yang terbaik di antara 
keduanya karena masing-masing sistem tersebut mempunyai cara yang berbeda 
untuk mencapai peradilan yang adil (Nicholas Aroney, 2007: 1).  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa masalah 
perlindungan saksi di setiap negara merupakan salah satu kunci agar 
pengungkapan suatu perkara pidana dapat berjalan sebaik-baiknya. Hal demikian 
merupakan topik menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui kegiatan penelitian 
hukum seperti yang penulis laksanakan saat ini. Untuk mengkaji masalah tersebut, 
diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness Protecton 
Act 2000 of Queensland.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “STUDI KOMPARASI 
HUKUM PENGATURAN BENTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN WITNESS 
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B. Rumusan Masalah 
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan 
penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun 
perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang di muka. Adapun 
perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah : 
1. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan bentuk program perlindungan saksi 
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland? 
2. Apa kelebihan dan kelemahan pengaturan bentuk program perlindungan saksi 
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban dan Witness Protection Act 2000 of Queensland? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak 
dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness Protection Act 2000 
of Queensland. 
b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness Protection Act 2000 
of Queensland. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis 
mengenai pengaturan bentuk program perlindungan saksi menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
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b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang 
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat 
penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang 
menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya 
dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, 
masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan 
dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian sejenis dan 
pengetahuan bagi masyarakat luas tentang adanya persamaan dan 
perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness Protection Act 
2000 of Queensland. 
b. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman baru kepada 
penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna 
bagi penulis di kemudian hari. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
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teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).  
Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian  
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih 
dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin 
ilmunya (Johnny Ibrahim, 2008: 26). Di dalam penelitian hukum, konsep ilmu 
hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan 
peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak 
terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2008: 
28). 
Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 
metode penulisan antara lain sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 
doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan 
hukum (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum menurut Johnny Ibrahim 
adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 
keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2008: 57). Pendapat 
ini kemudian dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh 
Johnny Ibrahim, yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu 
hukum normatif adalah pada objeknya, objek tersebut adalah hukum yang 
terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang bercampur 
aduk merupakan chaos tidak terbilang banyaknya peraturan perUndang-
Undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hukum (normatif) 
tidak melihat hukum sabagai suatu chaos atau mass of rules tetapi melihatnya 
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Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut 
penulis, sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri 
dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Selain itu, menurut 
Johnny Ibrahim, berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
penulis terhadap perbandingan pengaturan bentuk program perlindungan saksi 
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban di Indonesia dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland 
di Queensland, dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif yang 
merupakan ciri khas penelitian hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2008: 127). 
Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis 
penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan objek 
kajian atau isu hukum yang diangkat.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu 
sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskripitif, artinya 
bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 
aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat 
preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam 
ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu 
lain yang objeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22). 
Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai 
pengaturan bentuk program perlindungan saksi menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan 
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3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan 
perbandingan (comparative approach), yaitu dengan membandingkan undang-
undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain 
mengenai hal yang sama (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 95). Dalam hal ini, 
penulis akan membandingkan pengaturan bentuk program perlindungan saksi 
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki 
mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya 
data tetapi yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 
terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim 
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).  
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban; 
2) Witness Protection Act 2000 of Queensland; 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 
2005: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang 
akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu: 
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; dan 
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi 
untuk mendukung penelitian ini. 
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum 
dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 
resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan 
yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.  
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah 
hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Bahan hukum yang telah terkumpul 
dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis konten/ isi (content 
analysis). Menurut Krippendorf, analisis isi (content analysis) adalah 
serangkaian metode untuk menganalisis isi segala bentuk komunikasi menjadi 
serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti. Dalam 
penelitian ini, penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-
satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis dokumen 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka 
penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini 
terdiri dari IV (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 
penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai  teori-teori 
yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun 
mengenai teori-teori tersebut antara lain mengenai tinjauan 
umum tentang teori perbandingan hukum yang mencakup 
peristilahan dan definisi perbandingan hukum serta 
perkembangan pengertian perbandingan hukum; tinjauan 
umum tentang perlindungan saksi yang mencakup 
pengertian saksi dan pengertian perlindungan saksi dan 
korban; tinjauan tentang perlindungan saksi di Indonesia 
serta tinjauan tentang perlindungan saksi di Queensland. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis membahas dan menjawab 
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persamaan dan perbedaan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland dan apa 
kelebihan dan kelemahan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland. 
BAB IV   PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan 
yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan 
dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis 
kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan 
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BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Teori Perbandingan Hukum 
a. Peristilahan dan Definisi Perbandingan Hukum 
Terdapat beberapa istilah asing mengenai perbandingan hukum, 
yaitu antara lain: Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign 
Law (istilah Inggris); Droit Compare (istilah Perancis); Rechtsvergelijking 
(istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechtslehre 
(istilah Jerman) (Barda Nawawi Arief, 2002: 3). 
Di dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan bahwa,                  
“Comparative Jurisprudence is the study of principles of legal science by 
the comparison of various system of law (suatu studi mengenai prisip-
prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam 
sistem hukum)“. 
Ada pendapat yang membedakan antara Comparative Law dengan 
Foreign Law  (Barda Nawawi Arief, 2002: 3), yaitu : 
1) Comparative Law 
Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk 
membandingkannya; 
2) Foreign Law 
Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata untuk 
mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata 
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Istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
perbandingan hukum yang mengarah dan berfokus pada hukum pidana. 
Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, 
dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan 
untuk hal yang sama baik di bidang perdata, hukum tata negara maupun 
hukum administrasi negara. Apabila dicermati istilah asingnya, 
comparative law dapat diartikan bahwa titik beratnya adalah pada 
perbandingannya atau comparative, dimana comparative memberikan sifat 
kepada hukum (yang dibandingkan). Dengan demikian, istilah 
perbandingan hukum menitikberatkan kepada segi perbandingannya, 
bukan kepada segi hukumnya, atau dengan kata lain perbandingan hukum 
adalah membandingkan sistem-sistem hukum. Untuk memperoleh bahan 
yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan 
hukum dari beberapa pakar hukum terkemuka. 
1) Rudolf B. Schlesinger 
Rudolf B. Sclesinger dalam Romli Atmasasmita mengatakan 
bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan 
tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan 
hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan 
dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan 
merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu 
masalah hukum (Romli Atmasasmita, 2000: 7). 
2) Winterton 
Perbandingan hukum adalah suatu metoda, yaitu perbandingan 
sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data 


















































Gutteridge dalam Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: 
Perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu 
metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat 
digunakan dalam semua cabang hukum. Ia 
membedakan antara comparative law dengan foreign 
law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama 
untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, 
sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah 
mempelajari hukum asing tanpa secara nyata 
membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. 
Selain itu, Gutteridge juga memisahkan antara 
descriptive comparative law dan applied comparative 
law (Winterton, dalam The Am.J.of Comp.L., 1975: 
72., diterjemahkan dalam buku Romli Atmasasmita, 
2000: 7). 
4) Sunaryati Hartono 
Sunaryati Hartono dalam Barda Nawawi Arief mengatakan 
bahwa 
 perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu 
seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum 
acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu 
metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam 
bidang manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalah-
persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau 
hukum pidana, atau hukum tata negara, . . . mau tidak mau kita 
harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum 
secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari 
keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu     (Barda 
Nawawi Arief, 1998: 4-5). 
5) Van Apeldoorn 
Van Apeldoorn dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa  
 
obyek ilmu hukum adalah sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu 
hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang 
lingkup dari ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan 
hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial 
lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan 
metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum: 
a) Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan 
antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya; 
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c) Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan 
pelbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat 
(Barda Nawawi Arief, 1998: 5). 
 
b. Perkembangan Pengertian Perbandingan Hukum 
Perkembangan pengertian dan ruang lingkup perbandingan hukum 
sejalan dengan perkembangan hukum pada umumnya yang berpusat di 
Eropa Daratan. Dalam hal ini perkembangan pengertian tersebut secara 
parsial dapat dibedakan dalam perkembangan sebelum dan sesudah era 
kodifikasi (Schlesinger dalam Romli Atmasasmita, 2000: 4).  
Pada era sebelum kodifikasi, atau dikenal sebagai era ius commune, 
perbandingan hukum dan bahan-bahan hukum melampaui batas teritorial 
merupakan teknik baku yang sering digunakan oleh para ahli hukum dan 
hakim pada waktu itu. Pekerjaan membandingkan tersebut merupakan 
pekerjaan sehari-hari bagi mereka sehingga tidak terkesan dan tidak 
tampak bagi mereka bahwa hukum atau bahan hukum yang dibandingkan 
itu merupakan hukum asing. Atas dasar cara kerja seperti itu, maka proses 
perbandingan saat itu cenderung bersifat integrative daripada contrastive. 
Perubahan cara kerja tersebut terjadi pada era dimana kodifikasi sudah 
memasyarakat di kalangan pakar-pakar hukum Eropa Daratan. 
Pada era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam 
undang-undang (hukum yang tertulis) dan masing-masing negara membuat 
undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang 
sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara 
yang bersangkutan. Pada masa inilah, mempelajari hukum suatu negara 
yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari 
hukum asing (foreign law). Pada era ini, maka perbandingan hukum 
dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum. Dominasi perhatian 
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selalu dititikberatkan pada perbedaan-perbedaan daripada persamaan-
persamaan. Pendekatan perbedaan dalam studi perbandingan hukum 
disebut dengan contrastive approach, sedangkan pendekatan persamaan 
disebut integrative approach (Schlesinger dalam Romli Atmasasmita, 
2000: 5). 
Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan 
suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-
hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum 
lokal. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan 
dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-
lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk 
menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan 
disiplin untuk memelihara “social order” berdasarkan pengetahuan dan 
pengalaman yang hidup di negara-negara lain. 
Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai 
cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda 
pemahaman sistem hukum di samping sosiologi hukum dan sejarah 
hukum. Ketiga metoda pemahaman sistem hukum tersebut berkaitan erat 
satu dengan lainnya. Di dalam perkembangannya, ketiga metoda tersebut 
telah dipergunakan lebih luas sejalan dengan perkembangan tuntutan 
kebutuhan hukum masyarakat yang meningkat sehingga pada akhirnya 
kedudukannya menjadi disiplin hukum sendiri. Namun demikian, sampai 
saat ini di kalangan teoritikus hukum masih terdapat perbedaan pendapat 
tentang kedudukan perbandingan hukum. Ada yang menyebut, 
perbandingan hukum sebagai metoda dan perbandingan hukum sebagai 
disiplin atau cabang ilmu hukum. Di antara teoritikus hukum, terdapat 
persamaan pandangan, yaitu bahwa perbandingan hukum memiliki fungsi 
dan kegunaan yang tiada ternilai bagi pembaharuan hukum di masa yang 
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Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk 
membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau 
hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. 
Selain itu, studi perbandingan hukum juga membandingkan suatu putusan 
pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk 
masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar 
belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama 
dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi 
bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005: 133). 
Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem 
hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat 
substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal, misalnya money 
laundering, perdagangan secara elektronik, kejahatan narkotika, 
persaingan usaha, dan lain-lain (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 136). 
Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak 
mempunyai objek tersendiri tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial 
yang telah menjadi obyek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada. 
Jadi lebih merupakan suatu metode keilmuan/ penelitian dalam memahami 
obyek ilmu hukum (Barda Nawawi Arief, 1998: 2-3). 
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Saksi 
a. Pengertian Saksi 
Pengertian saksi dapat kita temukan dalam beberapa sumber, salah 
satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia memberikan pengertian mengenai saksi, yaitu:  
1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 
2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap 
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diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa 
peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; 
3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan 
pendakwa atau terdakwa; 
4) keterangan (bukti pernyatan) yang diberikan oleh orang yang melihat 
atau mengetahui; 
5) bukti kebenaran; 
6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. 
Dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, dijelaskan bahwa pengertian saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, dan ia alami sendiri. 
Di dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai orang yang 
didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas 
membantu pengadilan yang sedang mengadili perkara ( Subekti dan R. 
Tjitro Soedibia, 1976: 83). 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, dan/ atau ia alami sendiri. 
Saksi dalam rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan sebagai orang yang 
akan memberikan keterangan untuk mendukung proses penyelesaian 
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ada korelasi dengan saksi yang bisa terlibat atau mendapatkan hak-hak 
yang tercantum dalam undang-undang ini. Pembentuk Undang-Undang 
lebih memilih pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian saksi dalam 
Undang-Undang ini dipisah, yaitu antara saksi itu sendiri dengan keluarga 
saksi. Pada poin 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan tentang siapa yang dimaksud 
dengan keluarga saksi, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau mempunyai hubungan 
perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban. 
Pengertian saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan pengertian 
saksi menurut KUHAP. Adapun perbedaannya adalah di dalam KUHAP, 
seorang saksi dilindungi secara hukum sejak tahap penyidikan sedangkan 
di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, perlindungan saksi (dan korban) dimulai dari tahap 
penyelidikan (Yohanes Sardadi, 2007: 167). 
Pengertian mengenai saksi juga dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Yang Berat, yaitu: 
saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/ atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan 
alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
Undang-Undang Perlindungan Saksi 2000 atau Witness Protection 
Act 2000 of Queensland menyatakan bahwa seseorang yang boleh 
diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang 
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tersebut telah membantu, atau sedang membantu suatu badan penegak 
hukum dalam menjalankan fungsinya. 
Saksi juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai 
informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis 
melalui indera mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, 
sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan 
penting dalam suatu kejahatan atau kejadian 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi , diakses tanggal 17 September 2010, 
pukul 16.30 WIB). 
Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian 
menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu sebagai berikut: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang sama-sama 
menjadi terdakwa; 
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 
hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai 
derajat ke tiga; 
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa (Andi Hamzah, 2002: 256). 
Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti 
yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan perkara di 
persidangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti 
keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian. Adapun syarat-syarat 
tersebut adalah: 
1) Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan di atas sumpah. Hal 
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2) Keterangan saksi yang diberikan di pengadilan adalah apa yang saksi 
lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini 
diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP; 
3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP; 
4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai 
kekuatan pembuktian maka ketarangan seorang saksi harus ditambah 
dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 
ayat (2) KUHAP; 
5) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan 
mempunyai hubungan atau saling keterkaitan serta saling menguatkan 
tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000: 265). 
b. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban 
Pengertian perlindungan dapat kita temukan dalam beberapa 
sumber, salah satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai perlindungan, 
yaitu:  
1) tempat berlindung; 
2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban memberikan pengertian perlindungan, yaitu bahwa 
perlindungan adalah ”segala upaya pemenuhan hak dan kewajiban bantuan 
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib 
dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau 
lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.  
Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 
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Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat memberikan rumusan 
mengenai perlindungan, yaitu: 
perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan 
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada 
korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan 
dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan/ atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan.  
Perlindungan saksi dan korban dapat diartikan secara luas yakni 
melindungi kepentingan korban dan saksi agar lebih mudah untuk 
memperoleh akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghindari 
terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization) sehingga 
seorang saksi dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya 
tanpa adanya tekanan yang berupa teror, intimidasi dan ancaman terhadap 
diri maupun keluarganya yang menghalangi seorang saksi tidak dapat 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.  
3. Tinjauan tentang Perlindungan Saksi di Indonesia 
Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian 
seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses 
peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan 
atas kontribusi mereka yang berlaku sebagai saksi yang turut serta berperan 
dalam mengungkap kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana. Keterangan 
saksi inilah yang turut menentukan Hakim dalam menjatuhkan putusan, 
tentunya putusan yang adil. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi 
selama proses peradilan berlangsung tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi 
tetapi harus dilihat secara komprehensif selama proses peradilan. Pemberian 
perlindungan terhadap saksi juga bertujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa 
agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tidak ada putusan 
pengadilan yang dipengaruhi oleh sumpah palsu ataupun keterangan yang 
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Pentingnya pemberian perlindungan terhadap saksi diilhami sebagai 
wujud keprihatinan atas kondisi peradilan di Indonesia yang cukup 
memprihatinkan. Banyaknya kasus yang terpaksa berhenti di tengah jalan 
akibat ketiadaan saksi yang berani memberikan keterangan ditengarai sebagai 
salah satu bentuk carut marutnya hukum di Indonesia. Sebenarnya, saksi dari 
sebuah tindak pidana itu ada, tetapi saksi tersebut tidak mempunyai cukup 
keberanian untuk memberikan keterangan akibat adanya teror dan ancaman 
dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu sendiri. Untuk itu, perlu 
adanya reformasi di bidang hukum berkaitan dengan masalah pemberian 
perlindungan terhadap saksi sehingga jalannya proses peradilan dapat berjalan 
dengan lancar. 
Perlindungan saksi di Indonesia sebenarnya telah banyak diatur di 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu produk hukum 
yang mengatur masalah perlindungan saksi. Meskipun demikian, KUHAP 
yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana 
Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap 
saksi secara mendasar maupun secara spesifik. Walaupun terdapat beberapa 
pasal di dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan terhadap 
saksi, tetapi hak-hak tersebut tidaklah memadai, bahkan sebaliknya, KUHAP 
justru memberikan banyak beban dan kewajiban kepada saksi. 
Produk hukum yang lain yang turut mengatur masalah perlindungan 
saksi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan masih banyak 
produk hukum lainnya, namun belum ada produk hukum yang secara khusus 
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Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur 
perlindungan saksi dan korban untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat 
pada bagian “menimbang” dari undang-undang ini, yang antara lain 
menyebutkan : penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari 
dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya 
ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita ketahui 
bahwa peran saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati 
posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 
pidana yang dilakukan oleh pelaku (Muhadar dkk, 2009: 94). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) 
MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang 
menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur 
tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka 
Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan 
Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 
anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU atas inisiatif DPR. Selanjutnya 
pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat 
Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU 
Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut RUU PSK) sekaligus 
menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam 
pembahasan tersebut. Turunnya Surpres tersebut sudah menunjukkan itikad 
baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Hal 
tersebut kemudian direspon positif oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan 
pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses 
pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara 
marathon sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut 
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diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 11 Agustus 
2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti yang diketahui, undang-
undang ini ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep 
perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan 
masalah kelembagaan. Banyaknya kelemahan yang ada dalam undang-undang 
ini sedikit banyak akan mempengaruhi implementasinya (Muhadar dkk, 2009: 
205-206). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 
saksi dan korban dalam perkara pidana. Hal ini diungkapkan secara jelas 
dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan 
korban bertujuan memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam 
memberikan keterangan dalam setiap proses pidana, sehingga tidak ada rasa 
takut dari ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Di 
Indonesia kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih 
banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan 
saksi (Sapto Budoyo, 2008: 62). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban di Indonesia 
dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
Bahwa peran saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang 
memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam 
mengungkap suatu tindak pidana. 
b. Rasa aman 
Perlindungan saksi diberikan dengan tujuan untuk memberikan rasa 

















































Seorang saksi seyogyanya mendapat hak yang sama sebagaimana hak 
yang diperoleh Tersangka atau Terdakwa. 
d.   Tidak diskriminatif 
Hak yang diterima oleh saksi tidak boleh dibedakan dengan alasan 
perbedaan jenis kelamin, agama, ras, suku, maupun warna kulit. Setiap 
saksi berhak memperoleh bentuk perlindungan yang sama. 
e.   Kepastian hukum 
Perlindungan yang diberikan kepada saksi diharapkan dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi saksi berkaitan dengan 
keterangan yang diberikannya.  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengamanatkan perlindungan 
saksi dan korban kepada sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas 
dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada 
saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan independen, yakni 
organ negara yang diidealkan independen. Oleh karena itu, LPSK ini berada di 
luar cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Karena 
merupakan lembaga yang mandiri, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun, baik 
instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya. 
Pertimbangan pembentukan LPSK ini adalah karena adanya keinginan 
untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan 
saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, 
misalnya Komnas HAM atau Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu 
karena insitusi yang sudah ada telah memiliki beban tanggungjawab yang 
besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan saksi dan korban 
menambah beban institusi-institusi yang sudah ada tersebut. Pengamat Hukum 
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Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, 
sepakat berpendapat bahwa perlu adanya lembaga khusus yang menangani 
perlindungan saksi karena masalah tersebut sudah tidak mungkin diberikan 
kepada polisi yang selama ini tugasnya sudah bertumpuk sehingga tidak akan 
efektif apabila masalah perlindungan saksi ikut dibebankan kepada polisi 
(Muhadar dkk, 2009: 11). 
4. Tinjauan tentang Perlindungan Saksi di Queensland 
Queensland merupakan salah satu negara bagian Australia. 
Perlindungan saksi di Queensland diawali dari penyelidikan Fitzgerald pada 
tahun 1987-1989, ketika beberapa saksi dalam suatu penyelidikan 
membutuhkan perlindungan. Sebelumnya, Queensland tidak memiliki 
program perlindungan saksi yang formal seperti halnya dengan negara bagian 
Australia lainnya. Setelah penyelidikan Fitzgerald tersebut, barulah 
perlindungan saksi didirikan sebagai fungsi inti dari Komisi Peradilan Pidana 
(sekarang Komisi Kejahatan dan Kesalahan). 
Lahirnya perlindungan saksi di Queensland dimulai dari penyelidikan 
yang dilakukan oleh seorang warga bernama Tony Fitzgerald yang 
mengajukan laporan mengenai tindak pidana korupsi di dalam institusi 
kepolisian Queensland. Hasil penyelidikan tersebut kemudian dikenal dengan 
Laporan Fitzgerald yang mendapatkan hasil sebagai berikut 
(http://www.cmc.qld.gov.au/asp/index.asp%3Fpgid%3D10877, diakses 
tanggal 19 Desember 2010, pukul 17.07 WIB) : 
a. 26 Mei 1987, syarat acuan awal disetujui 
b. 24 Juni 1987, kerangka acuan diperluas, selain itu, sejumlah petugas Qps 
dipilih sendiri yang ditugaskan untuk menyelidiki polisi 
c. 27 Juli 1987, sidang dimulai dengan Komisaris Polisi Sir Terrence Lewis 
sebagai saksi pertama 
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e. 28 Agustus 1987, Det. Snr Sersan Harry Burgess mengakui korupsi dan 
mengundurkan diri 
f. 16-17 September 1987, Asisten Komisaris Graham Parker mengakui 
korupsi dan mengundurkan diri  
g. 21 September 1987, Lewis mundur sebagai Komisaris Polisi 
h. 2 November 1987, Pensiunan Inspektur Noel Dwyer mengakui korupsi 
i. 1 Februari 1988, Pensiunan Inspektur John Boulton mengakui korupsi 
j. 9 Februari 1988, Dugaan' pedagang berkelana Jack Herbert dan istrinya 
Peggy ditangkap di London 
k. 31 Agustus - 22 September 1988, Herbert memberikan bukti, yang telah 
diberikan ganti rugi 
l. 11 Oktober - 8 November 1988, Lewis memberikan bukti lebih lanjut 
m. 9 November - 9 Desember 1988, Mantan menteri Don Lane dan Russ 
Hinze dan mantan Perdana Menteri Sir Yoh Bjelke-Petersen memberikan 
bukti 
n. 19 April 1989, Lewis akan dihapus sebagai Komisaris Polisi 
o. 3 Juli 1989, Laporan Fitzgerald diajukan ke parlemen 
Penyelidikan ini dilakukan sebagai respon terhadap serangkaian 
artikel tentang korupsi di kalangan petinggi kepolisian yang dimuat dalam 
dalam The Courier-Mail yang ditulis oleh reporter Phil Dickie, diikuti dengan 
tayangan televisi Four Corners, ditayangkan pada tanggal 11 Mei 1987, 
berjudul "Negara Moonlight" dengan wartawan Chris Masters. Berdasarkan 
laporan akhir penyelidikan, sejumlah petinggi kepolisian didakwa dengan 
kejahatan korupsi, khususnya di Queensland Komisaris Polisi (Sir) Terry 
Lewis didakwa dengan korupsi, dan Bjelke-Petersen sendiri  didakwa dengan 
korupsi tetapi kemudian dibebaskan dari sumpah palsu sehubungan dengan 
bukti yang diberikan kepada petugas yang melakukan penyelidikan. Lewis 
dinyatakan bersalah dan kemudian dipecat dari jabatannya di kepolisian 
Queensland (http://www.abc.net.au/rn/talks/bbing/stories/s26032.htm, diakses 
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Perlindungan saksi di Queensland dilakukan oleh Unit Perlindungan 
Saksi yang bernaung di bawah Komisi Kejahatan dan Kesalahan (Crime and 
Misconduct Commission). Komisi Kejahatan dan Kesalahan (Crime and 
Misconduct Commission) merupakan badan independen yang bertindak di 
bawah wewenang Undang-Undang Kejahatan dan Kesalahan tahun 2001 
(Crime and Misconduct Act 2001). CMC dibentuk pada tanggal 1 Januari 
2002 yang merupakan penggabungan dari Komisi Peradilan Pidana (Criminal 
Justice Commission/ CJC) dan Komisi Kejahatan Queensland. Dalam 
menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 
memberikan perlindungan terhadap saksi, komisi ini berpedoman pada 
Undang-Undang Perlindungan Saksi Tahun 2000 (Witness Protection Act 
2000 of Queensland) 
(http://en.wikipedia.org/wiki.Crime_and_Misconduct_Commission , diakses 
tanggal 17 September 2010, pukul 16.07 WIB). 
Di Queensland, saksi bisa berasal dari semua lapisan masyarakat. 
Seseorang tidak harus menjadi saksi di muka pengadilan hukum untuk 
memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi, tetapi orang tersebut 
harus telah membantu badan penegak hukum dan berada dalam keadaan 























































B. Kerangka Pemikiran 
PERBANDINGAN HUKUM 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
SAKSI 
Beresiko terhadap 




UU Nomor 13 
Tahun 2006 
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Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan perlindungan 
saksi ditetapkan di dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga 
independen, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sedangkan 
menurut Witness Protection Act 2000 of Queensland, program perlindungan saksi 
dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Saksi yang bernaung di bawah Komisi 
Kejahatan dan Kesalahan (Crime and Misconduct Commission). Masing-masing 
pengaturan program perlindungan saksi ini memiliki ciri khas tersendiri yang 
tidak dapat diukur dari satu titik yang sama, akan tetapi di antara keduanya 
terdapat persamaan yang bersifat prosedural. 
Jaminan perlindungan hukum bagi saksi seperti yang tertuang di dalam 
masing-masing peraturan, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban maupun Witness Protection Act 2000 of 
Queensland, belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat 
dari keengganan saksi untuk dilibatkan dalam proses peradilan yang pada 
umumnya bukan merupakan pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, faktor 
lain yang turut mempengaruhi saksi adalah adanya ancaman dan teror dari pihak 
ketiga atau dari pelaku juga merupakan bentuk dari ketiadaan sistem yang 
menyediakan perlindungan hukum bagi saksi yang mempunyai kontribusi dan 
peran yang besar dalam mengungkap kebenaran materiil (Muhammad Rustamaji, 
2008: 143). 
Perbandingan tentang pengaturan bentuk program perlindungan saksi antara 
Indonesia dan Queensland yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 dan Witness Protection Act 2000 of Queensland akan menghasilkan 
pengetahuan mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan serta kelemahan dari 
masing-masing aturan hukum yang mengatur di kedua negara. Dengan belajar dari 
program perlindungan saksi yang dijalankan di Queensland, diharapkan akan 
didapat rekomendasi yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia di 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland 
1. Persamaan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban merupakan satu-satunya perangkat hukum di Indonesia 
yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Isi 
dari Undang-Undang ini mencakup bentuk perlindungan serta tata cara 
pemberian perlindungan yang diamanatkan kepada sebuah lembaga yaitu 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai persamaan 
dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland. Persamaan tersebut 
antara lain: 
a. Kedua perangkat hukum tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness 
Protection Act 2000 of Queensland, sama-sama merupakan produk 
hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi, termasuk di 
dalamnya tentang program perlindungan saksi. Kedua Undang-
Undang dimaksud juga menjalankan fungsi equality of arm 
(keseimbangan lengan) dalam perlindungan saksi yang tidak optimal 
di dalam Undang-Undang Pidana formil (KUHAP). KUHAP lebih 
menekankan pada pemberian hak kepada Tersangka/Terdakwa dan 
cenderung mengabaikan hak-hak dan perlindungan terhadap saksi. 
b. Dasar pemberian perlindungan saksi yang diatur di dalam Undang-
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Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland, sama-
sama diawali dengan perjanjian pemberian perlindungan dalam bentuk 
tertulis yang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebut 
dengan Pernyataan Kesediaan, sedangkan di dalam Witness Protection 
Act 2000 of Queensland disebut dengan Protection Agreement. 
Perjanjian tertulis dimaksud merupakan Memory of Understanding 
atau Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak yang menyatakan 
kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua 
belah pihak, baik saksi maupun pihak pemberi perlindungan. 
c. Dasar pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memberikan 
perlindungan terhadap seseorang atau seorang saksi, antara Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland adalah 
sama, yaitu sama-sama mempertimbangkan catatan kejahatan dan 
kondisi kejiwaan atau psikologi orang yang akan diajukan untuk 
mendapat perlindungan. 
2. Perbedaan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland 
 
Tabel 1. Perbedaan Bentuk Program Perlindungan Saksi di Indonesia dan 
Queensland 
No Aspek Pembeda Undang-Undang 
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dan Korban adalah 
payung hukum yang 
memberikan 
perlindungan 





terhadap saksi, dan 
hanya membatasi 
pada pengertian 
saksi yang tertuang 
dalam Undang-
Undang ini (saksi 
yang spesifik) 
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2006 tentang 
Perlindungan Saksi 














dalam pasal di 
dalam Witness 
Protection Act 2000 
of Queensland 
tersebut 
3 Konsep Mengenai 
Pengertian Saksi 
Pasal 1 angka 1, 









ke dalam  program 
perlindungan saksi 
adalah orang yang 
membutuhkan 
perlindungan dari 




















































perkara pidana yang 
ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, 
dan/atau ia alami 
sendiri 
muncul – karena 
orang tersebut telah 
membantu, atau 
sedang membantu, 





4 Konsep Saksi 
yang Dilindungi 
Tidak ada ketegasan 
saksi dari pihak 
mana yang berhak 
mendapat 
perlindungan 





penegak hukum atau 
dari pihak Penuntut 
Umum 




dan Korban (LPSK) 
berdasarkan Pasal  1 
angka 6 Undang-
Undang Nomor 13 




Saksi yang bekerja 
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6 Tata Cara 
Memperoleh 
Perlindungan/ 






















saksi di Queensland 
atau permohonan 





di dalam Program 
Perlindungan 
Pasal 5 ayat (1) 
menyebutkan bentuk 
perlindungan 




keluarga, dan harta 
bendanya, serta 
bebas dari Ancaman 
yang 
berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah 
diberikannya; 
b. ikut serta dalam 
proses memilih dan 
Witness Protection 









































































h. mengetahui dalam 
hal terpidana 
dibebaskan; 









































































syarat dan ketentuan 
perlindungan Saksi 




include a condition 
(mandatory 
condition) to the 
effect that the 
chairperson may 
 a person’s 
involvement in the 
program as a 









including, but not 
limited 
to, the following 
conditions— 
(a) a condition that 
the person must 
not— 





(ii) engage in a 
stated kind of 
activity; or (iii) 
threaten the 

















































(iv) directly or 
indirectly threaten 
the security, or any 
other aspect of, the 
protection or help 
being given 
to the person; 
(b) a condition that 
the person must 
comply with all 
reasonable 
directions of the 
chairperson about 
the 
protection and help 
given to the person; 
(c) a condition that 
the person will, if 
required by the 
chairperson, 
undergo any of the 
following and make 
the 




psychiatric tests or 
examinations; 
(ii) drug or alcohol 
counselling or 
treatment; 
(d) a condition 
about the issue and 
surrender of 
passports 
and other documents 
relating to the 
person’s identity 
including, if the 
person is given a 
new identity under 
this 
Act, documents 


















































(e) a condition that, 
while the person is 
included in the 
program, the person 
will disclose to the 
chairperson 
details of— 
(i) any criminal 
charges made 
against the person; 
and 





against the person; 
(f) a condition that, 
if the person intends 
to marry and adopt 
a new name on 
marriage, the 
person will inform 
the 
chairperson of the 
person’s intention to 
marry, before 
marrying; 
(g) a condition that 
the person must 
notify the 
chairperson 
that the person is or 
may be required to 
give evidence in 
a proceeding. 
(3) In addition, a 
protection 
agreement may 
include 1 or more of 
the following— 
(a) a list of any 
aliases the person 
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example, family and 
taxation obligations; 
an agreement about 
how obligations 
mentioned in 
paragraph (b) are to 
be met; 
(d) a financial 
support 
arrangement; 











Pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang 





berakhirnya Program  
Perlindungan Saksi, 
yaitu karena: 










karena 2 (dua) hal, 
yaitu: 
1) Pengunduran diri 
secara sukarela 




















































































10 Konsep “Orang 
Terkait” yang 
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Perlindungan hubungan pekerjaan 



















Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, Witness Protection Act 2000 of Queensland 
 
Adapun mengenai perbedaan kedua pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi antara Indonesia dngan Queensland sebagaimana diatur 
di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Witness Protection 
Act 2000 of Queensland dapat dijelaskan melalui penguraian masing-
masing aspek yaitu sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban 
1) Substansi Perlindungan di dalam Undang-Undang 
Sesuai dengan nama Undang-Undang ini, yaitu Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan 
Korban, terlihat jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh 
undang-undang ini tidak hanya ditujukan kepada saksi, tetapi juga 
kepada korban, sehingga program perlindungan yang dilaksanakan 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menjadi satu-satunya payung 
hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap 
saksi dan korban, tetapi bukan berarti undang-undang ini menjadi 
penyempurna dari undang-undang yang telah ada sebelumnya yang 
juga mengakomodasi perlindungan terhadap saksi dan korban, 
khususnya perlindungan terhadap saksi. Undang-undang yang telah 
ada sebelumnya hanya mengatur secara khusus mengenai 
perlindungan terhadap saksi untuk tindak pidana tertentu sesuai 
dengan substansi undang-undang itu sendiri. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban membedakan antara pengertian 
saksi dan korban. Korban diartikan sebagai seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban yang 
demikian menunjukkan bahwa korban juga dapat dimasukkan 
sebagai saksi, yaitu yang disebut sebagai saksi korban. Dengan 
demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi 
dan Korban mengakomodasi perlindungan untuk keduanya, baik 
saksi maupun korban. 
2) Konsep Program Perlindungan Saksi  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara eksplisit 
mengenai program perlindungan saksi (dan korban) yang 
dilaksanakan di Indonesia. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak 
mengakomodasi pengertian tentang program perlindungan saksi 
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Perlindungan saksi di Indonesia tidak dilaksanakan 
berdasarkan sebuah program perlindungan. Perlindungan saksi 
hanya berwujud perlindungan yang secara langsung dilaksanakan 
sesuai dengan hak-hak saksi yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan saksi di Indonesia 
tidak dilaksanakan berdasarkan suatu sistem yang jelas dan pasti. 
Ketiadaan sistem yang jelas inilah yang turut menyebabkan 
pemberian perlindungan terhadap saksi menjadi kurang maksimal.  
Program perlindungan saksi seyogyanya mencakup 
pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi yang meliputi 
tata cara memperoleh perlindungan, syarat-syarat untuk 
memperoleh perlindungan, pihak yang berhak memperoleh 
perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan sampai pada 
berakhirnya perlindungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur 
mengenai hal-hal tersebut, tetapi Undang-Undang ini tidak 
mengatur hal-hal tersebut ke dalam sebuah program kegiatan yang 
terstruktur berupa Program Perlindungan Saksi. Terlepas dari 
masalah disebutkan atau tidak Program Perlindungan Saksi secara 
tegas, tidak akan mengurangi efektifitas pemberian perlindungan 
terhadap saksi. Namun demikian, maksud pembuat Undang-
Undang ini menjadi tidak jelas, yaitu mengaburkan kenyataan ada 
tidaknya Program Perlindungan Saksi di Indonesia.  
3) Konsep Mengenai Pengertian Saksi  
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian 
mengenai saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan 
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pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 
4) Konsep Mengenai Saksi yang Dilindungi 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan ketegasan saksi 
dari pihak mana yang berhak mendapat perlindungan menurut 
Undang-Undang ini. Sebagaimana diketahui, saksi dibagi menjadi 
2 (dua), yaitu saksi yang memberatkan Terdakwa atau saksi yang 
didatangkan oleh Penuntut Umum dan saksi yang meringankan 
Terdakwa atau saksi yang didatangkan Penasihat Hukum. Secara 
logika, saksi dari Penuntut Umum beresiko mendapat teror, 
ancaman maupun intimidasi dari Terdakwa berkaitan dengan 
keterangan dan kesaksian yang ia sampaikan baik pada 
penyelidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Hal ini karena 
keterangan dan kesaksian yang diberikan dapat menyudutkan 
Terdakwa.  
5) Pihak Pelaksana Program 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban pada kenyataannya tidak pernah 
mengatur tentang sebuah program perlindungan saksi. Terlepas dari 
hal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan perlindungan 
saksi dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen, yaitu 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).   
Melalui Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi, “LPSK 
bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan 
bantuan kepada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan 
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LPSK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan 
perlindungan terhadap saksi, meskipun tidak menutup 
kemungkinan LPSK bekerjasama dengan pihak lain dalam 
melaksanakan pemberian perlindungan terhadap saksi. 
6) Tata Cara Memperoleh Perlindungan/ untuk Masuk ke dalam 
Program Perlindungan 
Pasal 29 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan tentang Tata 
Cara Memperoleh Perlindungan yaitu bahwa “ Saksi dan/ atau 
Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas 
permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada LPSK”. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
apabila seorang saksi menginginkan untuk mendapatkan 
perlindungan, maka dirinya dapat mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada LPSK. Hal ini berarti, saksi tersebut dapat 
memperkirakan bahaya dan keadaan yang darurat yang berpotensi 
ia terima sehubungan dengan kedudukannya sebagai saksi.  
Selain itu, saksi (dan korban) juga dapat memperoleh 
perlindungan melalui permohonan yang diajukan oleh pejabat yang 
berwenang. Pejabat berwenang yang dimaksud di dalam Undang-
Undang ini adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Secara logika, penyidik yang dimaksud di 
sini adalah penyidik yang melakukan penyidikan atas tindak pidana 
yang melibatkan saksi di dalamnya sehingga penyidik dapat 
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7) Bentuk Perlindungan yang Ditawarkan di Dalam Program 
Perlindungan 
Bentuk perlindungan yang diterima saksi di dalam Program 
Perlindungan saksi di Indonesia lebih ditekankan kepada hak yang 
dapat diterima oleh saksi ketika sedang dalam masa perlindungan. 
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bentuk perlindungan terhadap saksi, 
yaitu: 
a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
Bentuk perlindungan semacam ini merupakan bentuk 
perlindungan yang utama yang diperlukan oleh saksi-saksi 
dalam kasus besar yang menjadikan dirinya rawan terhadap 
teror, ancaman dan intimidasi. Keadaan yang demikian 
menyebabkan seorang saksi tidak berani melapor atau 
meneruskan keterangan yang sedang atau telah diberikannya. 
Bahkan apabila diperlukan, seorang saksi dapat ditempatkan 
dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk 
menjamin bahwa saksi dalam kondisi yang aman. 
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan 
Seorang saksi yang merasa dirinya berada dalam keadaan 
bahaya karena mendapat teror, ancaman dan intimidasi dari 
pihak lawan berhak untuk memilih bentuk perlindungan yang 
akan diterimanya karena sesungguhnya dirinya sendirilah yang 
benar-benar mengetahui secara pasti keadaan dirinya dan 
bahaya yang mengancamnya. 
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan 
Seorang saksi berhak untuk memberikan keterangan tanpa 
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perlindungan oleh LPSK, rasa aman dari teror, ancaman dan 
intimidasi dapat diterimanya secara penuh. 
 
d) Mendapat penerjemah 
Hak ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar 
berbahasa Indonesia. Dengan mendapat penerjemah inilah, 
saksi akan merasa aman atas keterangan yang sedang atau 
telah disampaikannya karena tidak ada kekhawatiran terjadinya 
salah paham yang disebabkan karena perbedaan penafsiran 
atas keterangan yang disampaikan dengan tidak menggunakan 
Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 
e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat 
Seorang saksi berhak dibebaskan dari pertanyaan yang 
menjerat yang menyebabkan dirinya berada dalam situasi yang 
menyudutkannya. 
f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
Seringkali saksi hanya berperan untuk memberikan 
keterangan selama proses pengadilan, akan tetapi dia tidak 
mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh 
karena itu, saksi berhak mendapat informasi mengenai 
perkembangan kasus yang bersangkutan, karena dengan 
demikian saksi tersebut dapat mengetahui seberapa besar 
bahaya yang masih mengancam keamanan diri dan 
keluarganya. 
g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 
Informasi ini penting untuk diketahui oleh saksi sebagai 
tanda penghargaan atau apresiasi atas kesediaan saksi dalam 
mengungkap tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, 
informasi ini juga berpengaruh pada pelaksanaaan program 
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turut menentukan masih diperlukan atau tidaknya perlindungan 
kepada saksi tersebut. 
h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari Terdakwa 
cukup beralasan karena keterangan yang telah diberikannya 
selama proses peradilan turut mempengaruhi putusan Hakim 
yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, saksi 
berhak mengetahui apabila Terpidana telah dibebaskan karena 
dengan demikian, saksi dapat bertindak lebih waspada. 
i) Mendapat identitas baru 
Identitas baru ini diperlukan agar Terdakwa maupun 
keluarga Terdakwa tidak mengetahui informasi yang  pasti 
tentang keberadaan dan kondisi saksi sehingga kesempatan 
untuk menebar ancaman, teror dan intimidasi semakin kecil. 
j) Mendapatkan tempat kediaman baru 
Bentuk perlindungan semacam ini dapat dilakukan apabila 
keamanan saksi sudah sangat mengkhawatirkan. Relokasi atau 
pemindahan saksi ke tempat kediaman yang baru layak 
dipertimbangkan agar saksi tersebut dapat meneruskan 
hidupnya secara layak tanpa ada ketakutan yang 
berkepanjangan. Tempat kediaman baru yang dimaksud adalah 
tempat tertentu bersifat sementara dan dianggap aman yang 
tidak hanya dapat digunakan untuk saksi tetapi juga termasuk 
keluarga saksi. 
k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan 
Dalam banyak kasus, saksi tidak mempunyai cukup biaya 
untuk membiayai dirinya sendiri maupun keluarganya terutama 
untuk mendatangi lokasi yang menjadi tempat kediaman baru 
bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, saksi berhak 
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l) Mendapat nasihat hukum 
Bentuk perlindungan semacam ini diperlukan karena 
seringkali seorang saksi adalah orang yang awam dan tidak 
mengetahui hukum beserta prosesnya sehingga perlu mendapat 
bimbingan dan pengarahan dari Penasihat Hukum agar saksi 
tidak ragu-ragu dalam memberikan keterangan yang 
diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang 
bersangkutan. 
m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir 
Biaya hidup sementara adalah biaya hidup yang sesuai 
dengan situasi yang dihadapi pada saat saksi sedang berada 
dalam masa perlindungan LPSK. Hal ini terutama ketika saksi 
berada di tempat kediaman baru yang cukup menyulitkan 
dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-
hari, terlebih apabila dirinya bersama dengan keluarganya yang 
turut menjalani masa perlindungan dari LPSK. 
 
8) Dasar Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan Program Perlindungan Saksi di Indonesia 
didasarkan pada 2 (dua) bentuk kesepakatan antara Saksi yang akan 
dilindungi dan LPSK. 2 (dua) bentuk kesepakatan itu berupa 
Perjanjian Perlindungan dan Pernyataan Kesediaan Mengikuti 
Syarat dan Ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban. 
Perjanjian Perlindungan diberlakukan kepada Saksi dari 
tindak pidana tertentu yang telah ditentukan di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (2), yaitu tindak 
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terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi 
dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 
Perjanjian Perlindungan diatur di dalam Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang berbunyi,  
Perjanjian Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/ atau 
Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai 
berikut: 
a.   Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/ atau Korban; 
b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/ atau 
Korban; 
c.   Basil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/ 
atau Korban; 
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi 
dan/ atau Korban 
 
Bentuk kesepakatan yang lain adalah berupa Pernyataan 
Kesediaan Mengikuti Syarat dan Ketentuan Perlindungan Saksi dan 
Korban seperti yang diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan 
Saksi dan Korban memuat: 
a) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian 
dalam proses peradilan; 
b) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya; 
c) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan 
dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan 
LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK; 
d) kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan 
kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah 
perlindungan LPSK; dan 
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9) Berakhirnya Program Perlindungan Saksi 
Berakhirnya Program Perlindungan Saksi yang dilaksanakan 
terhadap seorang saksi dapat disebabakan karena beberapa alasan 
atau cara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, yaitu karena: 
a) Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya 
dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri. 
Hal ini berarti apabila saksi mengajukan sendiri 
permohonan perlindungan saksi terhadapnya, maka yang dapat 
menghentikan perlindungan terhadap dirinya adalah dirinya 
sendiri. 
b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan 
perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas 
permintaan pejabat yang bersangkutan. 
Sama halnya dengan alasan sebelumnya, apabila 
permohonan diajukan oleh pejabat yang bersangkutan, maka 
yang berhak memintakan penghentian perlindungan terhadap 
saksi adalah pejabat yang bersangkutan tersebut. 
c) Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana 
tertulis dalam perjanjian. 
Hal ini terjadi apabila ada hal-hal di luar perjanjian yang 
telah disepakati, misalnya saksi memberitahukan keberadaan 
dirinya kepada orang lain padahal dirinya masih berada dalam 
perlindungan LPSK.  
d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi 
memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang 
meyakinkan. 
Penghentian perlindungan seperti ini dilakukan atas 
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tidak perlu diberikan kepada saksi, misalnya karena Terdakwa 
dinyatakan bebas, atau tercapai kesepakatan damai antara 
Terdakwa dengan saksi. LPSK sebagai lembaga yang 
memberikan perlindungan kepada saksi dapat 
mempertimbangkan bahwa saksi sudah dalam keadaan aman 
sehingga perlindungan terhadapnya dapat segera diakhiri. 
 
10) Konsep “Orang Terkait” yang Dapat Masuk ke dalam Program 
Perlindungan 
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pengertian 
mengenai keluarga, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping 
sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan 
perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau 
Korban. Melalui  pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
Program Perlindungan Saksi di Indonesia tidak hanya berlaku 
untuk Saksi dan/ atau Korban, tetapi juga keluarga Saksi dan/ atau 
Korban yang karena hubungannya dengan Saksi dan/ atau Korban, 
dirinya merasa dalam keadaan yang tidak aman dan di bawah 
ancaman. 
Secara logika, hal tersebut cukup beralasan, karena teror, 
ancaman dan intimidasi dari pihak lawan yang ditujukan kepada 
saksi secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi 
kondisi dari keluarga Saksi secara nyata berada di sekeliling saksi. 
Selain itu, ancaman, teror dan intimidasi dari pihak lawan juga 
berpotensi ditujukan langsung kepada keluarga Saksi yang 
dianggap dapat mempengaruhi Saksi secara langsung untuk 
mengubah atau mencabut keterangan yang telah diberikannya 
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keamanan keluarga Saksi ikut terganggu. Apabila ditemukan hal 
demikian, maka keluarga Saksi juga berhak mengajukan 
permohonan untuk mendapat perlindungan sebagaimana 
perlindungan yang diberikan kepada Saksi.  
11) Efektifitas Program Perlindungan Saksi 
Program Perlindungan Saksi di Indonesia merupakan 
program yang tergolong baru. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai satu-satunya 
payung hukum yang mengatur pemberian perlindungan kepada 
saksi dan korban mulai berlaku tanggal 11 Agustus 2006, dan 
mengamanatkan pembentukan lembaga yang secara khusus 
menangani perlaksanaan pemberian perlindungan paling lambat 1 
(satu) tahun setelah lahirnya Undang-Undang ini. Melalui 
ketentuan tersebut, lahirlah Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) yang mempunyai tanggung jawab untuk 
menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan 
korban. 
Terbentuknya LPSK belum mampu menjawab masalah 
perlindungan saksi (dan korban) yang selama ini menjadi pekerjaan 
rumah bagi pemerintah. Banyaknya kasus yang tidak terungkap 
karena tidak adanya saksi yang berani mengungkapkan apa yang ia 
ketahui menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum di 
Indonesia. Selain itu, perlindungan saksi di Indonesia tidak secara 
konkret diwujudkan melalui sebuah program perlindungan yang 
terstruktur sehingga pelaksanaan pemberian perlindungan tersebut 
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Beberapa faktor yang menyebabkan program perlindungan 
saksi di Indonesia kurang bisa berjalan secara optimal antara lain: 
a) Program perlindungan saksi yang dijalankan di Indonesia 
kurang dikenal masyarakat sehingga banyak saksi (dan korban) 
yang tidak berani mengajukan permohonan perlindungan 
kepada LPSK; 
b) Untuk kasus-kasus kecil dan sederhana, perlindungan terhadap 
saksi dianggap tidak penting sehingga banyak kasus yang 
terbengkalai dan menghasilkan putusan yang tidak adil; 
c) Permasalahan biaya menjadi kendala klasik dalam proses 
penegakan hukum khususnya untuk menjalankan Program 
Perlindungan Saksi. Sebagaimana pada permasalahan lain, 
masalah biaya menjadi hambatan yang tidak dapat 
terhindarkan sehingga suatu program tidak dapat berjalan 
optimal, terutama untuk bentuk perlindungan yang 
membutuhkan biaya cukup besar misalnya pemberian bantuan 
biaya hidup sementara dan memberikan tempat kediaman baru.  
b. Witness Protection Act 2000 of Queensland 
1) Substansi Perlindungan di dalam Undang-Undang 
Witness Protection Act 2000 of Queensland hanya 
memberikan perlindungan terhadap saksi dan hanya membatasi 
pada pengertian saksi yang tertuang dalam Undang-Undang ini 
(saksi yang spesifik). Meskipun demikian, program perlindungan 
saksi yang diatur di dalam Witness Protection Act 2000 of 
Queensland juga mencakup perlindungan terhadap korban 
kejahatan dan orang-orang yang mempunyai informasi tentang 
suatu tindak pidana. Witness Protection Act 2000 of Queensland 
memberikan perbedaan yang mendasar antara saksi dengan korban, 
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perlindungan terhadap korban kejahatan secara khusus diatur di 
dalam Criminal Offence Victims Act 1995, tetapi Witness 
Protection Act 2000 of Queensland juga tetap mengakomodasi 
pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan karena dari 
korban, dapat diperoleh informasi mengenai suatu tindak pidana. 
Hanya saja, pengaturan perlindungan terhadap korban di dalam 
Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak sejelas 
sebagaimana Witness Protection Act 2000 of Queensland mengatur 
perlindungan terhadap saksi. 
Di Indonesia, orang yang mempunyai informasi tentang suatu 
tindak pidana juga digolongkan sebagai saksi, karena dianggap 
mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana. Sebagaimana 
diketahui, saksi diartikan sebagai orang yang orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan/atau ia alami sendiri. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan 
substansi antara Witness Protection Act 2000 of Queensland 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
2) Konsep Program Perlindungan Saksi 
Part 2 Section 5 Witness Protection Act 2000 of Queensland 
mengatur tentang Witness Protection Program. Dalam Undang-
Undang ini, yang dimaksud dengan Program Perlindungan Saksi 
adalah sebuah program yang dijalankan oleh sebuah Komisi (dalam 
hal ini oleh Komisi Kejahatan dan Kesalahan), untuk menyediakan 
perlindungan terhadap: (a) orang yang termasuk ke dalam program 
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bawah Program Perlindungan Saksi yang menjadi pelengkap dari 
Hukum Perlindungan Saksi. 
3) Konsep Mengenai Pengertian Saksi 
Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak 
memberikan definisi saksi secara spesifik dengan pengertian 
witness is, tetapi langsung memberikan definisi orang yang boleh 
masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi, yaitu orang yang 
membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena 
orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu suatu badan 
penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Artinya, tidak 
semua orang yang memberikan keterangan di pengadilan dapat 
dikatakan sebagai saksi, kecuali apabila orang tersebut memberikan 
keterangan untuk membantu aparat penegak hukum dalam 
menjalankan fungsinya dan karenanya orang tersebut menghadapi 
ancaman atau bahaya. 
Di Queensland, saksi bisa berasal dari mana pun, yaitu 
meliputi korban kejahatan, orang yang melihat kejahatan tetapi 
dirinya tidak bersalah, dan orang yang mempunyai informasi 
tentang kejahatan atau kegiatan yang buruk secara umum karena 
mereka terlibat dengan kejahatan tersebut. 
4) Konsep Mengenai Saksi yang Dilindungi                                                  
Meskipun Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak 
memberikan definisi saksi itu sendiri, tetapi secara tersirat Undang-
Undang ini menyatakan bahwa saksi yang berhak mendapat 
perlindungan adalah saksi yang membantu aparat penegak hukum 
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5) Pihak Pelaksana Program 
Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak 
menyebutkan secara tersurat pihak pelaksana Program 
Perlindungan Saksi, tetapi hanya menyebutkan bahwa Program 
Perlindungan Saksi dijalankan oleh sebuah komisi. Dalam 
prakteknya, Program Perlindungan Saksi di Queensland 
dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Saksi yang bernaung di 
bawah Crime and Misconduct Commission (CMC) yang 
melaksanakan tugas berdasarkan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland. 
6) Tata Cara Memperoleh Perlindungan/ untuk Masuk ke Dalam 
Program Perlindungan 
Menurut Witness Protection Act 2000 of Queensland, 
seseorang dapat masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi 
apabila aparat penegak hukum mengajukan permohonan 
perlindungan atas dirinya kepada Crime and Misconduct 
Commission (CMC) melalui Ketua/ Pimpinan Unit Perlindungan 
Saksi di Queensland. Apabila seseorang tersebut memenuhi 
persyaratan, maka Ketua/Pimpinan Unit Perlindungan Saksi dapat 
memutuskan seseorang tersebut dapat masuk ke dalam Program 
Perlindungan Saksi dan berhak mendapat perlindungan yang 
dibuktikan dengan Perjanjian Perlindungan atau Protection 
Agreement.  
7) Bentuk Perlindungan yang Ditawarkan di Dalam Program 
Perlindungan 
Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak 
menyebutkan secara spesifik mengeni bentuk perlindungan yang 
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Protection Act 2000 of Queensland, bentuk perlindungan hanya 
disebutkan secara umum yaitu dengan pemberian identitas baru 
bagi saksi yang dilindungi melalui penerbitan sertifikat atau akta 
kelahiran yang baru. Dengan sertifikat atau akta kelahiran yang 
baru tersebut, maka saksi yang dilindungi dapat memperoleh 
kehidupan yang baru pula. Dengan kata lain, adanya identitas baru 
bagi saksi yang dilindungi, akan dapat mendatangkan hak-hak lain 
secara spesifik yang dapat mempengaruhi kehidupannya dan 
terbebas dari bahaya yang sempat mengancamnya. Konsekuensinya 
adalah, pelaksana Program Perlindungan Saksi harus benar-benar 
cermat dalam menentukan seseorang dapat masuk ke dalam 
Program Perlindungan Saksi atau tidak. 
8) Dasar Pelaksanaan Program 
Program Perlindungan Saksi yang dijalankan di Queensland 
dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Perlindungan, atau dikenal 
dengan istilah Protection Agreement. Protection Agreement dibuat 
setelah Ketua Unit Perlindungan Saksi memutuskan seseorang 
dapat masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi. Seseorang 
yang telah masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi dikatakan 
resmi menjadi saksi yang dilindungi apabila Protection Agreement 
telah ditandatangani oleh orang tersebut dan Ketua Unit 
Perlindungan Saksi.  
Apabila saksi yang mendapat perlindungan adalah orang 
yang belum cakap hukum, belum dewasa atau anak-anak, maka 
yang menandatangani adalah walinya, dan penandatanganan 
Protection Agreement tersebut harus dilaksanakan di hadapan 
pihak yang diwakilinya sebagaimana diatur di dalam Section 47 
tentang Special Provision about minors and adults with impaired 
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Ketua Unit Perlindungan Saksi berkewajiban untuk membuat 
pemberitahuan secara resmi kepada saksi yang dilindungi atau 
orang yang telah menandatangani Protection Agreement bahwa 
dirinya masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi. 
Section 8 Witness Protection Act 2000 of Queensland 
menjelaskan tentang isi dari Protection Agreement, yaitu: 
a) Protection Agreement harus berisi alasan Ketua Unit 
Perlindungan Saksi memasukkan seseorang ke dalam Program 
Perlindungan Saksi meskipun kondisinya akan bertentangan 
dengan syarat-syarat berakhirnya Program Perlindungan Saksi 
sebagaimana diatur di dalam Section 14 Undang-Undang ini; 
b) Protection Agreement harus pula berisi alasan lain Ketua Unit 
Perlindungan Saksi memasukkan seseorang ke dalam Program 
Perlindungan Saksi, tetapi tidak terbatas pada kondisi-kondisi 
berikut: 
(1)   Kondisi yang mewajibkan seseorang yang sedang 
berada di dalam Program Perlindungan Saksi untuk 
mematuhi hukum, tidak boleh bertentangan dengan 
Hukum Nasional atau melawan hukum; melawan 
integritas Program Perlindungan Saksi; secara langsung 
atau tidak langsung melawan keamanan, atau aspek lain di 
dalam perlindungan yang telah atau sedang diberikan 
kepadanya; 
(2)   Kondisi dimana seseorang harus mematuhi semua 
perintah dari Ketua Unit Perlindungan Saksi yang 
berkaitan dengan  perlindungan dan bantuan yang 
diberikan kepadanya; 
(3)   Kondisi dimana seseorang harus melewati beberapa 
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Unit Perlindungan Saksi. Adapun tahap-tahap tersebut 
adalah: 
(a) Uji kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan; 
(b) Penyuluhan tentang obat-obatan terlarang dan 
alkohol. 
(4)  Kondisi yang menjelaskan mengenai permasalahan 
penyerahan passports atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan identitas seseorang yang masuk ke 
dalam Program Perlindungan Saksi, apabila seseorang 
tersebut diberi identitas baru berdasarkan Undang-Undang 
ini; 
(5)   Kewajiban seseorang yang sedang berada dalam Program 
Perlindungan Saksi untuk bersedia menyingkap kebenaran 
atau memberikan informasi kepada Ketua Unit 
Perlindungan Saksi tentang: 
(a) Rencana-rencana kejahatan yang telah disiapkan oleh 
pelaku untuk melawan orang lain; 
(b) Proses menjatuhkan orang lain dengan cara 
menghancurkan bisnis yang dijalaninya sehingga 
menyebabkan orang lain mengalami kebangkrutan. 
(6)  Kewajiban untuk memberitahu Ketua Unit Perlindungan 
Saksi bahwa orang yang sedang berada dalam Program 
Perlindungan Saksi akan menikah dan memperbaharui 
identitas melalui pernikahan. Orang tersebut berkewajiban 
untuk memberitahu Ketua Unit Perlindungan Saksi 
tentang maksud dan tujuannya menikah sebelum 
pernikahan dilangsungkan; 
(7)  Kondisi yang menyebabkan seseorang yang berada dalam 
Program Perlindungan Saksi bahwa alasannya masuk ke 
dalam program tersebut adalah karena dirinya diperlukan 


















































c) Protection Agreement juga dapat berisi 1 (satu) atau lebih dari 
hal-hal berikut: 
(1)   Daftar nama samaran yang digunakan atau pernah 
digunakan oleh orang yang bersangkutan; 
(2)   Daftar kewajiban hukum yang belum diselesaikan, 
misalnya kewajiban pajak dan kewajiban terhadap 
keluarga; 
(3)   Kesepakatan mengenai bagaimana kewajiban-kewajiban 
tersebut dapat dilaksanakan; 
(4)   Rincian biaya; 
(5)   Kejelasan mengenai hubungan perkawinan, keluarga, 
pendapatan, dan kewajiban-kewajiban lain. 
9) Berakhirnya Program Perlindungan Saksi 
Menurut Witness Protection Act 2000 of Queensland, 
berakhirnya Program Perlindungan Saksi dapat terjadi karena 2 
(dua) hal, yaitu apabila saksi yang bersangkutan secara sukarela 
mengundurkan diri dari Program Perlindungan Saksi atau diakhiri 
oleh Ketua Unit Perlindungan Saksi sebagaimana diatur dalam 
Section 13 dan Section 14 dari Undang-Undang ini. 
Berdasarkan Section 13, saksi dapat mengundurkan diri dari 
Program Perlindungan Saksi, baik disampaikan secara lisan 
maupun pemberitahuan secara tertulis. Pengunduran diri secara 
sukarela ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, maka Ketua 
Unit Perlindungan Saksi harus mengambil langkah yang 
mengharuskan saksi memberikan konfirmasi ulang mengenai 













































commit to user 
71 
 
b) Apabila saksi tersebut menolak atau tidak memungkinkan 
untuk memberikan konfirmasi ulang secara tertulis, maka 
Ketua Unit Perlindungan Saksi harus menerima bahwa 
pemberitahuan secara lisan telah secara nyata diberikan oleh 
saksi yang dilindungi tersebut; 
c) Apabila Ketua Unit Perlindungan Saksi telah menerima 
pemberitahuan pengunduran diri secara sukarela dari Program 
Perlindungan Saksi, maka Ketua Unit Program Perlindungan 
Saksi dapat mengakhiri perlindungan pada hari yang sama 
setelah Ketua Unit Perlindungan Saksi menerima 
pemberitahuan tertulis, atau pada hari yang sama setelah Ketua 
Unit Perlindungan Saksi menerima  kenyataan bahwa 
pengunduran secara sukarela telah diberitahukan secara lisan. 
Berdasarkan Section 14, Ketua Unit Perlindungan Saksi dapat 
mengakhiri Program Perlindungan Saksi, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a) Ketua Unit Perlindungan Saksi dapat mengakhiri Program 
Perlindungan Saksi apabila: 
(1)   Ketua Unit Perlindungan Saksi meyakini bahwa saksi 
yang dilindungi telah melakukan perbuatan sebagai   
berikut: 
(a) Perbuatan yang melanggar Hukum Nasional dengan 
ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara; 
(b) Saksi yang dilindungi telah melanggar syarat-syarat 
berakhirnya perlindungan tanpa alasan yang jelas dan 
pelanggaran dilakukan bersifat signifikan; 
(c) Saksi yang dilindungi menarik keterangan yang 
disampaikan untuk membantu aparat penegak hukum 
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(2)   Ketua Unit Perlindungan Saksi mempertimbangkan 
untuk tidak memperpanjang perlindungan terhadap saksi 
di dalam Program Perlindungan Saksi, misalnya karena 
kelangsungan kegiatan Program Perlindungan Saksi yang 
dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Saksi terancam 
akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi atau 
perlindungan memang tidak pantas diberikan kepada saksi 
akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi itu sendiri. 
b) Sebelum mengakhiri Program Perlindungan, Ketua Unit 
Perlindungan Saksi harus mengambil langkah dengan 
pertimbangan yang dapat diterima, dengan tujuan sebagai 
berikut: 
(1)   Untuk memberitahu saksi maksud atau tujuan 
pengakhiran perlindungan dan kapan perlindungan 
terhadapnya akan diakhiri; 
(2)   Untuk memberikan kesempatan kepada saksi untuk 
mengajukan sanggahan agar perlindungan terhadapnya 
tidak diakhiri. 
c) Setelah mempertimbangkan beberapa tanggapan, Ketua Unit 
Perlindungan Saksi dapat memutuskan untuk mengakhiri 
perlindungan pada tanggal yang telah ditentukan atau 
memutuskan untuk membatalkan rencana pengakhiran 
perlindungan; 
d) Apabila Ketua Unit Perlindungan Saksi mengakhiri 
perlindungan dan saksi telah mengakui bahwa perlindungan 
terhadapnya telah diakhiri, sesaat sebelum perlindungan 
diakhiri, saksi menerima bantuan biaya sesuai dengan yang 
ditentukan di dalam Protection Agreement dan setelah itu, 
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bantuan biaya untuk saksi tersebut sampai dengan waktu yang 
dirasa pantas oleh Ketua Unit Perlindungan Saksi. 
10) Konsep Orang Terkait yang Dapat Masuk ke dalam Program 
Perlindungan Saksi 
Program Perlindungan Saksi di Queensland memasukkan 
konsep “orang terkait” yang cukup luas, yaitu dapat memasukkan 
anggota keluarga dari orang yang telah mendapat perlindungan 
serta perkumpulan/ asosiasi/ perusahaan dimana orang tersebut/ 
saksi tersebut bekerja. Pertimbangan ini cukup matang karena 
anggota keluarga saksi atau perusahaan yang mempunyai hubungan 
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan saksi juga 
rawan mendapat teror dari pihak lawan sehingga kedua pihak 
tersebut juga berhak mendapat perlindungan. 
11) Efektifitas Program Perlindungan Saksi 
Sampai saat ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi Tahun 
2000 atau Witness Protection Act 2000 baru mengalami 1 (satu) 
kali amandemen, yaitu pada tahun 2001 dan telah berhasil 
memberikan perlindungan kepada lebih dari 1000 orang saksi. 
Selama hampir 10 tahun penerapan Undang-Undang ini, tidak ada 
kendala berarti sehingga pelaksanaan program perlindungan saksi 
di Queensland dapat berjalan secara efektif. Ini berarti, Queensland 
cukup berhasil memberikan perlindungan kepada saksi melalui 
Witness Protection Program yang dijalankan oleh Unit 




















































B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan 
Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland  
1. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dan Witness Protection Act 2000 of Queensland 
Pengaturan bentuk program perlindungan saksi di Indonesia dan 
Queensland tidak dapat diukur dari satu titik yang sama karena pada 
pelaksanaannya, kedua negara tersebut juga menerapkan sistem yang 
berbeda. Pelaksanaan program perlindungan saksi  di Indonesia dan 
Queensland memiliki ciri khas masing-masing yang membuat keduanya 
memiliki kelebihan yang berbeda satu sama lain. Kelebihan pengaturan 
bentuk program perlindungan saksi di Queensland diharapkan dapat 
menjadi batu pijakan untuk perbaikan penerapan bentuk program 
perlindungan saksi yang diterapkan di Indonesia mengingat 
pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. 
a. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban 
Sebagai satu-satunya payung hukum yang mengatur secara 
khusus masalah pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai kelebihan yang 
tidak atau belum diatur oleh undang-undang lain yang juga 
memasukkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap saksi, hanya 
saja undang-undang lain tersebut hanya mencakup tindak pidana 
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tersebut. Apabila dibandingkan dengan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kelebihan antara lain: 
1) Program perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan 
oleh sebuah lembaga yang memang diamanatkan untuk 
melaksanakan tugas tersebut, yaitu oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang 
mandiri dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian 
perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban ini terdapat materi pasal-pasal yang 
mengatur untuk dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban yang akan melaksanakan tugas dan bertanggungjawab 
terhadap terpenuhinya hak-hak saksi dan pemberian perlindungan 
terhadap saksi. Pasal-pasal tersebut yaitu: 
a) Pasal 11, mengatur tentang kedudukan LPSK; 
b) Pasal 12  dan Pasal 13 mengatur tentang tanggungjawab 
LPSK; 
c) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur tentang 
keanggotaan LPSK dan kelembagaan LPSK; 
d) Pasal 18 mengatur tentang Sekretariat LPSK dan struktur 
organisasi Sekretariat LPSK; 
e) Pasal 19 mengatur tentang pemilihan anggota LPSK; 
f) Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur tentang pemilihan 
anggota LPSK; 
g) Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur tentang 
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h) Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur tentang pengambilan 
keputusan LPSK dan pembiayaan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan keputusan LPSK. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu solusi yang 
diberikan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hukum di 
Indonesia yaitu salah satunya dengan dibentuk suatu lembaga 
khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan 
perlindungan dan hak-hak pada Saksi dan Korban dalam semua 
tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. 
Lembaga khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara jelas dan 
tegas menyebutkan bahwa perlindungan saksi dilaksanakan oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini 
dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 12 yaitu “LPSK bertanggung 
jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada 
Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan adanya LPSK tersebut 
diharapkan hak-hak saksi yang selama ini telah diatur secara 
normatif, dapat diwujudkan dalam praktiknya. Begitu juga terhadap 
perlindungan saksi yang selama ini terkendala oleh tidak jelasnya 
lembaga yang akan dan bertanggung jawab melakukan 
perlindungan tersebut. 
Keanggotaan LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal 
dari unsur profesional yang memiliki pengalaman di bidang 
pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak 
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Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya 
masyarakat. Struktur organisasi LPSK digambarkan melalui skema 
di bawah ini: 
 
 





Gambar 2. Struktur Organisasi LPSK 
LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas 
memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat LPSK 
2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
tidak saja sebagai sarana untuk mengakomodasi perlindungan saksi 
dan korban, tetapi juga memberikan sarana perlindungan yang 
sama terhadap keluarga saksi dan korban. Hal ini memberikan 
dampak positif karena cakupan perlindungan tidak saja sebatas 
saksi dan korban melainkan juga terhadap keluarga saksi dan 
korban. 
Sebagai satu-satunya payung hukum yang mengatur 
mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban mencoba untuk memberikan perlindungan yang selayaknya 
untuk saksi dan korban. Tidak hanya itu, Undang-Undang ini juga 
ikut memasukkan keluarga saksi dan korban untuk masuk ke dalam 
program perlindungan saksi sehingga konsep program 
perlindungan saksi dan korban yang diatur di dalam Undang-
Undang ini mempunyai cakupan yang luas. 
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban memberikan kejelasan dan kepastian tentang 
hak-hak saksi dan korban pada saat sebelum, sedang, dan setelah 
saksi memberikan keterangannya. Hal ini terdapat di dalam Pasal 5 
sampai Pasal 10. Semua kejelasan yang terdapat di dalam pasal-
pasal tersebut akan dapat direalisasikan melalui LPSK. 
Apabila dikelompokkan, maka hak-hak yang terdapat di 
dalam Pasal 5 sampai Pasal 10 akan terbagi menjadi beberapa 




















































a) Hak yang diperoleh sebelum memberikan keterangan, antara 
lain: 
(1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman 
yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a; 
(2)  Mendapat nasihat hukum sebagaimana tercantum di 
dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. Hak ini diberikan karena 
tidak semua orang yang menjadi saksi mengerti tentang 
hukum dan proses yang harus dihadapinya sehingga saksi 
perlu mendapatkan nasihat hukum dan arahan sebelum 
saksi tersebut memberikan keterangan; 
b) Hak yang diperoleh selama memberikan keterangan, antara 
lain: 
(1) Memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat 
penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, sebagaimana 
tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1); 
(2) Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di 
pengadilan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 ayat 
(1). Hak ini diberikan kepada saksi yang merasa dirinya 
dalam ancaman yang sangat besar yang menyebabkan 
saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya. Sebagai 
gantinya, saksi tersebut dapat memberikan keterangan 
secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang 
berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada 
berita acara yang memuat kesaksian tersebut atau dengan 
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yang diperdengarkan secara langsung, tentu saja dengan 
pendampingan pejabat yang berwenang; 
(3)  Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 
maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau 
telah diberikannya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 
10 ayat (1). 
c) Hak yang diperoleh setelah memberikan keterangan, yaitu   
Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, 
mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, 
mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini. 
4) Prosedur untuk dapat memperoleh perlindungan dapat berasal dari 
inisiatif saksi dan/ atau  korban. 
Secara umum, mekanisme pemberian perlindungan terhadap 














Pembahasan & persetujuan dari para 
Komisioner LPSK 
Disetujui  
1. Saksi dan/ atau Korban; 
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Gambar 4. Mekanisme Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi 
5) Program Perlindungan Saksi memberikan kesempatan kepada 
LPSK untuk bekerjasama dengan instansi lain di dalam 
memberikan perlindungan terhadap saksi 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi,”Dalam 
melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat 
bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. Sedangkan 
ayat (2) berbunyi, “Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan 
kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Yang 
dimaksud “instansi terkait” yang berwenang di dalam Undang-
Undang ini adalah lembaga pemerintah dan  non pemerintah atau 
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak 
untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung 
yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui 
keberadaannya oleh Saksi dan/ atau Korban, antara lain Kejaksaan, 
Kepolisian, Pengadilan, LSM, dan lembaga penegak hukum 
lainnya. 
Seperti yang banyak diungkapkan melalui media, 
perlindungan terhadap saksi tidak hanya dilakukan oleh LPSK 
tetapi juga dilakukan oleh LSM-LSM yang bekerja di bidang sosial 
kemanusiaan dan lembaga-lembaga non pemerintah, misalnya 
Komisi Perlindungan Anak (KPA) yang secara khusus memberikan 
perlindungan terhadap saksi yang masih di bawah umur atau belum 
dewasa dan cakap hukum atau Komnas HAM yang memberikan 
perlindungan terhadap saksi dari kasus pelanggaran HAM. Dalam 
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tersebut tetap berkoordinasi dengan LPSK karena pelaksanaan 
tugasnya juga harus sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh 
LPSK. 
b. Kelebihan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Witness Protection Act 2000 of Queensland 
Apabila dibandingkan dengan pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi di Indonesia, pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi di Queensland menurut Witness Protection Act 2000 
of Queensland memiliki kelebihan antara lain: 
1) Dari Segi Obyek Perlindungan  
Pihak yang harus dilindungi atau saksi yang berhak mendapat 
perlindungan secara tegas disebutkan, yaitu orang yang telah 
membantu aparat penegak hukum, dengan demikian tidak ada 
tumpang tindih mengenai saksi yang berhak mendapat 
perlindungan, yaitu saksi yang berasal dari Penuntut Umum karena 
saksi ini sangat rawan mendapat teror, ancaman dan intimidasi dari 
pihak lawan atau yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang 
bersangkutan. 
Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Perlindungan 
Saksi Tahun 2000 atau Witness Protection Act 2000 of Queensland 
menyebutkan bahwa : 
“The person needs protection from a danger arising: 
(i) Because the person has helped, or is helping 
a law enforcement agency in the 
performance of it’s function; or 
(ii) Because of the person’s relationship or 
association with a person who has helped, 
or is helping a law enforcement agency in 
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example : a family member or an associate 
of a person who has helped a law 
enforcement agency in a criminal 
investigation. 
Berdasarkan pasal tersebut, sangat jelas bahwa orang yang 
berhak mendapat perlindungan saksi adalah orang yang membantu 
aparat penegak hukum atau penuntut umum. 
2) Dari Segi Substansi Undang-undang 
Witness Protection Act 2000 of Queensland menjelaskan 
secara rinci mengenai program perlindungan saksi yang 
dilaksanakan di Queensland.  Witness Protection Act 2000 of 
Queensland merupakan salah satu perangkat hukum di Queensland 
yang menjadi pedoman pelaksanaan program perlindungan saksi di 
Queensland yang khusus mengatur perlindungan terhadap saksi, 
sehingga tidak ada keragu-raguan dan kerancuan dalam 
menentukan seseorang yang bisa mendapat perlindungan menurut 
program perlindungan saksi ini. 
Penggunaan kalimat yang tegas di dalam Witness Protection 
Act 2000 of Queensland menunjukkan bahwa Undang-Undang ini 
sangat tegas mengatur siapa yang diatur di dalamnya sehingga 
penerapannya pun dapat berjalan secara efektif. Witness Protection 
Act 2000 of Queensland terdiri dari 5 (lima) Bab dengan beberapa 
sub bab atau divisi di dalamnya, dan 57 Pasal.  Setiap pasal 
memberikan gambaran tentang program perlindungan saksi mulai 
dari pengenalan program, syarat untuk masuk ke dalam program 
perlindungan, prosedur pemberian perlindungan, bentuk 
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3) Tugas Lembaga Perlindungan yang Tegas 
Program perlindungan saksi di Queensland dijalankan oleh 
sebuah lembaga yang disebut Unit Perlindungan Saksi. Unit 
Perlindungan Saksi bekerja di bawah naungan Komisi Kejahatan 
dan Kesalahan (Crime and Misconduct Commission).  Unit 
Perlindungan Saksi ini bekerja dengan berpedoman pada Undang-
Undang Perlindungan Saksi Tahun 2000 atau Witness Protection 
Act 2000 of Queensland. 
Unit Perlindungan Saksi mempunyai tugas antara lain : 
a) Memberikan perlindungan terhadap saksi termasuk di 
dalamnya melakukan relokasi dan pemberian identitas baru 
terhadap saksi; 
b) Menyediakan jasa perlindungan saksi terhadap seseorang yang 
membutuhkannya karena orang tersebut telah membantu aparat 
penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. 
 
4) Sangat Ketat dalam Memutuskan Masuknya Seseorang ke dalam 
Program Perlindungan 
Program Perlindungan Saksi yang dijalankan di Queensland 
menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan 
masuk ke dalam Program Perlindungan. Syarat tersebut yang 
menjadi dasar pertimbangan bagi Ketua Unit Perlindungan Saksi 
untuk memutuskan seseorang dapat masuk ke dalam Program 
Perlindungan Saksi atau tidak. Syarat tersebut seebagaimana 
dituangkan dalam Section 6 khususnya Sub-Section (3) sebagai 
berikut: 
a) Catatan kriminal seseorang; 
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c) Apabila keterangan yang diberikan orang tersebut dapat 
membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan 
tugasnya; 
d) Tersedianya perlindungan untuk orang tersebut; 
e) Perlindungan terhadap orang tersebut dapat diberikan dengan 
berbagai cara; 
f) Bahaya atau ancaman yang dihadapi oleh orang tersebut. 
Syarat-syarat tersebut menjadi bahan pertimbangan utama 
yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam 
Program Perlindungan. Hal tersebut memberikan nilai positif 
karena dengan demikian, tidak sembarang orang dapat masuk ke 
dalam Program Perlindungan, hanya orang yang memenuhi 
persyaratan yang dapat masuk ke dalam program dan berhak 
mendapat perlindungan. Hal inilah yang turut mendorong 
keberhasilan pelaksanaan Program Perlindungan Saksi  di 
Queensland, karena perlindungan diberikan kepada pihak yang 
benar-benar berhak mendapat perlindungan.  
Seorang saksi yang ingin memperoleh perlindungan harus 
masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi terlebih dahulu. 
Perlindungan saksi di Queensland diibaratkan terdiri dari 3 (tiga) 
tahap. Tahapan tersebut yaitu: 
a) Tahapan pertama, masuknya seseorang ke dalam Program 
Perlindungan Saksi 
Tahapan ini menunjukkan proses atau tata cara masuknya 
seseorang ke dalam Program Perlindungan Saksi, yaitu 
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh aparat penegak 
hukum atau berdasarkan pertimbangan dari Ketua Unit 
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b) Tahapan kedua, dibuat dan ditandatanganinya Protection 
Agreement 
Tahapan ini dilalui setelah seseorang yang dimohonkan 
telah dinyatakan dapat masuk ke dalam Program Perlindungan 
Saksi berdasarkan keputusan Ketua Unit Perlindungan Saksi 
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan 
dalam Section 6 khususnya Sub-Section (3) Witness Protection 
Act 2000 of Queensland. Protection Agreement dibuat oleh 
Ketua Unit Perlindungan Saksi dan ditandatangani oleh Ketua 
Unit Perlindungan Saksi dan pihak terkait yang dimohonkan 
atau wali dari pihak yang dimohonkan apabila yang 
dimohonkan adalah orang yang tidak cakap hukum, anak-anak 
atau orang yang belum dewasa. 
c) Tahapan ketiga, perubahan status menjadi saksi yang 
dilindungi 
Tahapan ini menjadi tahapan terakhir yang menyatakan 
seseorang berhak mendapat perlindungan setelah dinyatakan 
resmi menjadi saksi yang dilindungi. Tahapan ini dimulai sejak 
ditandatanganinya Protection Agreement oleh pihak-pihak 
yang disebutkan di dalam Protection Agreement . Dengan 
demikian, seseorang baru dapat mendapat perlindungan 
apabila telah dinyatakan sebagai saksi yang dilindungi 
berdasarkan Protection Agreement. 
5) Terdapat Konsep Penangguhan Pelaksanaan Protection Agreement 
Konsep penangguhan pelaksanaan Protection Agreement 
diatur di dalam Section 12 Witness Protection Act 2000 of 
Queensland tentang “Suspension of Protection Agreement”. 
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apabila setelah pelaksanaan Protection Agreement, ditemukan hal-
hal yang menyebabkan harus dilakukannya peninjauan ulang untuk 
melihat pantas atau tidaknya seseorang mendapat perlindungan 
atau saksi berhak mendapat perlindungan apabila statusnya telah 
berubah menjadi saksi yang dilindungi. 
Beberapa alasan yang menyebabkan seseorang dinilai tidak 
pantas mendapat perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam 
Witness Protection Act 2000 of Queensland antara lain: 
a) Saksi yang dilindungi untuk sementara berada dalam tahanan 
atau penjara; 
b) Saksi yang dilindungi tersebut melakukan perjalanan ke tempat 
yang dilarang oleh Ketua Unit Perlindungan Saksi dengan 
alasan akan membahayakan keselamatan dan keamanan saksi 
itu sendiri; 
c) Terancamnya pelaksanaan Program Perlindungan Saksi 
terhadap saksi yang bersangkutan karena perbuatan ang 
dilakukan oleh saksi, misalnya karena saksi membocorkan 
identitas Pemberi Perlindungan atau membocorkan metode 
perlindungan kepada orang lain. 
Penangguhan pelaksanaan Protection Agreement dilakukan 
untuk sementara waktu sampai dicapai keputusan dilanjutkan atau 
tidaknya perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan 
Ketua Unit Program Perlindungan Saksi. Saksi yang sedang dalam 
perlindungan akan diberitahu perihal penangguhan pelaksanaan 
Protection Agreement terhadap dirinya. Dengan adanya 
penangguhan pelaksanaan Protection Agreement ini, pemberian 
perlindungan kepada saksi dapat benar-benar terjamin 
kerahasiaannya sehingga Program Perlindungan Saksi di 
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2. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dan Witness Protection Act 2000 of Queensland 
Meskipun kedua produk hukum tersebut sama-sama mengatur 
tentang perlindungan saksi, tetapi dalam penerapannya tentu tidak 
terlepas dari kekurangan. Hal ini dapat dipengaruhi kondisi kedua negara 
dengan permasalahan yang terus berkembang yang belum terakomodir 
oleh Undang-Undang dari kedua negara, baik Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness 
Protection Act 2000 of Queensland. Kelemahan-kelemahan yang 
menyangkut substansi maupun penerapan Undang-Undang ini tidak 
kemudian menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan 
saksi yang sudah berjalan di Indonesia maupun Queensland, tetapi 
dengan kelemahan-kelemahan yang ditemukan, diharapkan dapat 
menjadi pedoman pelaksanaan program perlindungan saksi yang lebih 
baik lagi. Dengan perbandingan seperti ini, maka Indonesia dapat belajar 
untuk mempraktekkan program perlindungan saksi secara lebih efektif 
dan optimal. 
a. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
1) Tidak Ada Bentuk Nyata Program Perlindungan Saksi 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur bahwa 
perlindungan saksi di Indonesia dilaksanakan melalui sebuah 
Program Perlindungan Saksi. Hal ini menunjukkan bahwa 
perlindungan saksi di Indonesia tidak dilaksanakan melalui 
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Saksi di Indonesia bukan merupakan suatu bentuk yang konkret, 
tetapi hanya abstrak yang dijalankan oleh LPSK. Namun 
demikian, ada atau tidaknya “program” itu secara nyata, 
perlindungan saksi tetap dilaksanakan sebagai bentuk 
kepedulian negara dalam mewujudkan keadilan bagi semua 
warganya. 
2) Konsep Saksi Terlalu Sempit 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa 
pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau 
ia alami sendiri. Rumusan pengertian tersebut menunjukkan 
sempitnya konsep saksi yang berhak memperoleh perlindungan. 
Hal ini disebabkan karena orang yang berstatus pelapor atau 
whistleblower tidak termasuk ke dalam pengertian ini. 
Tidak dirumuskannya pelapor secara tegas dalam Undang-
Undang sebagai pihak yang berhak mendapat perlindungan 
mengakibatkan pelapor dalam suatu tindak pidana atau 
whistleblower tidak terjamin akan memperoleh perlindungan. 
Padahal keberadaan pelapor atau whistleblower ini merupakan 
salah satu kunci terbongkarnya perkara pidana terutama perkara-
perkara besar seperti korupsi ataupun pencucian uang. Pada 
kenyataannya, justru saksi yang berstatus pelapor inilah yang 
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Rumusan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya terbatas 
pada orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri 
suatu tindak pidana. Rumusan ini kurang tepat apabila status 
pelapor ikut dimasukkan, karena pelapor belumlah tentu orang 
yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak 
pidana. Secara umum, pelapor atau whistleblower diartikan 
sebagai orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik 
mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi 
maupun korupsi 
(http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/05/catatan-
kritis-terhadap-uu-perlindungan-saksi.pdf, diakses tanggal 19 
Desember 2010, pukul 17.10 WIB). Berdasarkan pengertian 
tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pelapor tidak 
termasuk pihak yang berhak masuk ke dalam Program 
Perlindungan Saksi yang dilaksanakan oleh LPSK.  
3) Tidak Adanya Perlindungan untuk Ahli 
Selain pelapor atau whistleblower, keberadaan ahli yang 
memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana juga kurang 
mendapat perhatian. Keberadaan ahli yang memberikan 
keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan 
pengetahuan yang ia miliki tentu saja sangat membantu penegak 
hukum dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak 
pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli membuatnya rawan 
terhadap ancaman dan intimidasi, karena kecenderungan 
keterangan seorang ahli mengarah pada kebenaran yang sudah 
disinggung oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban ini seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap 
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selengkap dan sebanyak perlindungan yang diberikan untuk 
saksi. 
4) Pemberian Perlindungan hanya Terbatas untuk Kasus-kasus 
Tertentu 
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi, “Hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi 
dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan LPSK”. Penjelasan ayat tersebut 
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus 
tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana 
narkotika/ psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak 
pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban 
dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. 
Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi di luar 
tindak pidana tersebut. Hal ini akan mendiskriminasi para saksi 
dari tindak pidana lain karena telah menutup perlindungan 
terhadap mereka, walaupun ancaman dan intimidasi telah 
termasuk kategori yang berat. Rumusan tindak pidana tertentu 
yang disyaratkan menggambarkan bahwa saksi yang berhak 
mendapat perlindungan adalah saksi dari tindak pidana- tindak 
pidana khusus, namun tidak semua tindak pidana khusus 
dimasukkan ke dalam rumusan saksi yang berhak memperoleh 
perlindungan, misalnya saksi dari korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT). Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
yang menjelaskan pertimbangan pemberian perlindungan 
terhadap saksi yang mendasarkan pada alasan : 













































commit to user 
92 
 
b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/ atau 
korban; 
c) Basil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/ 
atau korban; 
d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan/ atau 
korban. 
Mencermati pada dasar pertimbangan tersebut di atas, 
khususnya pada point (a) dan (b) yang seolah-olah bertentangan 
dengan tindak pidana tertentu yang telah disyaratkan, 
seharusnya yang menjadi tolak ukur pemberian perlindungan 
terhadap saksi bukanlah berdasarkan pada jenis tindak 
pidananya, melainkan pada ancaman yang berpotensi diterima 
oleh saksi mengingat pentingnya keterangan saksi untuk 
mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. 
Pertimbangan tersebut di atas secara tidak langsung akan 
mempengaruhi LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan 
Program Perlindungan Saksi dalam memberikan perlindungan 
terhadap saksi. Selain itu, pembatasan saksi dari tindak pidana 
tertentu ini akan menyebabkan banyak saksi dari tindak pidana 
lain yang tidak berani mengajukan permohonan perlindungan 
karena sudah menduga bahwa permohonan yang diajukan tidak 
akan dikabulkan. Akibat yang paling buruk adalah 
terabaikannya hak-hak saksi dari tindak pidana lain, misalnya 
saksi tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan sehingga 
berakibat terhentinya kasus-kasus tersebut di tengah jalan. 
5) Tidak Ada Kejelasan Saksi yang Dapat Dilindungi 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak jelas mengatur “status 













































commit to user 
93 
 
dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka/ 
terdakwa (a charge) ataukah saksi dari pihak yang membantu 
pihak aparat penegak hukum (a de charge). Tidak 
dicantumkannya hal ini secara tegas nantinya akan 
menimbulkan permasalahan dan membebani LPSK dalam 
menjalankan tugasnya. Seharusnya, perlindungan saksi yang 
diatur Undang-Undang ini menegaskan bahwa saksi yang 
berhak mendapat perlindungan di dalam Program Perlindungan 
Saksi adalah saksi yang statusnya membantu aparat penegak 
hukum atau dari Penuntut Umum. 
Secara logika, saksi dari Penuntut Umum lebih rawan 
mendapat teror, ancaman dan intimidasi dari pihak lawan karena 
keterangan yang diberikan bersifat menyudutkan Terdakwa. 
Berbeda halnya dengan saksi dari Pihak Terdakwa yang tentu 
saja memberikan keterangan dengan tujuan untuk meringankan 
Terdakwa. Rumusan pengertian saksi yang dituangkan dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
menimbulkan banyak penafsiran, bahkan saksi yang 
meringankan Terdakwa pun dapat masuk ke dalam rumusan 
tersebut, padahal rumusan pengertian tersebut yang kemudian 
digunakan untuk menyebut saksi yang berhak mendapat 
perlindungan. Ini artinya bahwa saksi yang meringankan 
Terdakwa juga berhak mendapat perlindungan yang sebenarnya 
tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, harus ada kejelasan dan 
ketegasan saksi yang berhak mendapat perlindungan agar 
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6) Jangka Waktu Perlindungan Tidak Konsisten 
Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Perlindungan adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan undang-undang ini. Konsep perlindungan yang 
dituangkan di dalam Undang-Undang ini menimbulkan 
kerancuan karena selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa  
“Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan 
Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam 
lingkungan peradilan”. Program Perlindungan Saksi yang 
dijalankan di Indonesia hanya memberikan perlindungan kepada 
saksi dan/ atau korban terbatas hanya dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal ini akan 
membatasi jangka waktu perlindungan karena pengertian tahap 
proses peradilan pidana ini hanya mencakup tahap penyelidikan 
sampai dengan pemberian putusan yang final, padahal dalam 
kondisi tertentu dimana kejahatan yang dihadapi sifatnya serius 
atau bahkan sangat serius, perlindungan saksi harus diberikan 
pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana.  
Pasal 2 Undang-Undang ini terlihat tidak sejalan dengan 
Pasal 5 ayat (1) tentang hak-hak saksi khususnya yang 
menyangkut hak untuk mendapatkan identitas baru, hak untuk 
mendapat informasi mengenai perkembangan kasus serta hak 
untuk mendapatkan tempat kediaman baru. Hal ini 
memungkinkan karena hak-hak tersebut masih dapat diperoleh 
saksi meskipun proses peradilan pidana selesai. Misalnya untuk 
saksi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang 
berat. Saksi dari kasus yang demikian membutuhkan 
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7) Bentuk Perlindungan Masih Tumpang Tindih 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: 
(1) Seorang saksi dan korban berhak: 
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari 
ancaman fisik maupun; 
b. psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya;  
c. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan;  
d. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
e. mendapatkan penerjemah; 
f. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
g. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
h. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
i. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
j. mendapatkan identitas baru; 
k. mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); 
l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan; 
m. mendapatkan nasihat hukum; 
n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 
batas waktu perlindungan berakhir. 
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pula 
kepada Saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan LPSK. 
Bentuk perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, 
tidak menegaskan sasaran yang berhak mendapat perlindungan, 
yaitu bagi seluruh saksi atau saksi yang berada dalam keadaan 
bahaya karena ancaman yang diterimanya dari pihak lawan. 
Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila 
dibuat rumusan yang tegas mengenai pemisahan hak yang 
melekat pada seluruh saksi pidana dalam seluruh tahap peradilan 
pidana dan hak saksi yang hanya diberikan kepada saksi yang 
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Konsekuensi dari tidak adanya pemisahan hak saksi 
tersebut tentu saja akan memperberat LPSK dalam 
melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan terhadap 
saksi karena tidak semua saksi yang dilindungi LPSK berada 
dalam kondisi bahaya. Hal ini menyebabkan seluruh saksi yang 
berperan sebagai saksi pidana dalam seluruh tahap peradilan 
pidana  tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena 
hak-haknya menjadi sangat terbatas. 
Di samping itu, ruang lingkup perlindungannya masih 
kurang memadai, perlindungan saksi yang diatur di dalam 
Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai perlindungan 
secara khusus diperuntukkan bagi saksi-saksi tertentu yaitu saksi 
untuk anak, saksi bagi orang yang memiliki cacat fisik atau 
kemampuan berbeda, saksi korban kejahatan seksual (termasuk 
saksi perempuan). Tidak adanya ketentuan mengenai saksi-saksi 
dalam kondisi ini akan menimbulkan masalah dalam pemberian 
perlindungan yang dijalankan oleh LPSK. 
8) Batas Waktu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
dalam Hal Memutuskan Memberikan Perlindungan Terlalu 
Singkat.  
Pasal 29 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa 
“Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan”. 
Jangka waktu bagi LPSK dalam memutuskan dapat atau 
tidaknya seorang saksi mendapatkan perlindungan yang hanya 
selama 7 (tujuh) hari menimbulkan kesan bahwa LPSK terlalu 
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menyangkut nasib seseorang yang sedang dalam keadaan 
bahaya. Sebagaimana diketahui, pertimbangan LPSK dalam 
memberikan perlindungan kepada saksi bukanlah didasarkan 
pada besar kecilnya bahaya yang dialami saksi melainkan pada 
tindak pidana yang bersangkutan, padahal untuk tindak pidana 
yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, maka dapat 
disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan harus 
sesuai dengan tindak pidana yang dihadapi. Ini artinya, tidak 
boleh ada kecerobohan yang dilakukan LPSK dalam 
memutuskan seorang saksi layak atau tidak untuk mendapat 
perlindungan. 
Selain itu, waktu yang diberikan pada LPSK sejak 
diajukannya permohonan perlindungan selama 7 (tujuh) hari, di 
satu sisi akan memberikan manfaat positif sehingga semakin 
cepat perlindungan diberikan kepada saksi, namun di sisi lain 
akan menimbulkan beban yang besar bagi LPSK terutama bagi 
pemberian perlindungan yang bersifat serius, seperti relokasi, 
dan perubahan identitas, karena untuk pemberian perlindungan 
tersebut, waktu 7 (tujuh) hari tidaklah memadai. Jangka waktu 
yang terlalu singkat ini akan berpengaruh apabila perlindungan 
yang diberikan khususnya dalam bentuk relokasi dan 
penggantian identitas. Apabila perlindungan diberikan dalam 
kedua bentuk ini, maka waktu 7 (tujuh) hari tidaklah cukup, oleh 
karena itu jangka waktu perlindungan perlu ditinjau ulang 
disesuaikan dengan bentuk perlindungan yang diberikan.  
9) Prosedur Pemberian Perlindungan Masih Tumpang Tindih 
Proses Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan/atau 
Korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi 

















































iew=article&id=143&Itemid=48, diakses tanggal 27 Desember 
2010, pukul 19.57 WIB): 
a) Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang 
bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang 
yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang 
kepada LPSK; 
b) Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau 
Korban ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan 
LPSK”; 
c) Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi 
dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban 
menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan 
ketentuan perlindungan Saksi dan Korban; 
d) Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau 
Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya 
pernyataan kesediaan; 
e) Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban diberikan sejak 
ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan; 
f) Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
g) Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban hanya dapat 
dihentikan berdasarkan alasan: (a) inisiatif sendiri dari Saksi 
dan/ atau Korban yang dilindungi, (b) atas permintaan 
pejabat yang berwenang, (c) saksi dan/ atau korban 
melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; 
atau (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/ atau Korban 
tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-
bukti yang meyakinkan; dan 
h) Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban 
harus dilakukan secara tertulis. 
Prosedur pemberian perlindungan saksi seperti yang telah 
dijelaskan di atas berpotensi mengakibatkan kebingungan bagi 
pihak yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK. Point 4 
dan point 5 dari prosedur di atas terlihat tumpang tindih antara 
satu dengan yang lainnya. Point 4 menyebutkan 
bahwa”Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/ atau 
korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya 
pernyataan kesediaan”. Sedangkan pada point 5 menjelaskan 
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sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan”. 
Hal ini menimbulkan kerancuan, bahwa keluarga saksi berhak 
mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada pernyataan 
kesediaan, sedangkan melalui penjelasan point 5, tidak 
disebutkan bahwa keluarga dari saksi dan/ korban juga berhak 
mendapatkan perlindungan. Menurut point 5, perjanjian 
pemberian perlindungan hanya memberikan perlindungan 
terhadap saksi dan/ korban. Dengan demikian, terdapat 
perbedaan yang mendasar antara pengertian “pernyataan 
kesediaan” dengan “perjanjian pemberian perlindungan”, 
padahal hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan program 
perlindungan saksi itu sendiri. 
Melalui  informasi yang diperoleh dari website resmi 
LPSK, salah satu proses pelaksanaan pemberian perlindungan 
terhadap saksi adalah adanya pembahasan dan persetujuan dari 
para Komisioner LPSK yang kemudian menentukan disetujui 
atau tidaknya seorang saksi memperoleh perlindungan, akan 
tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, 
mekanisme tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga 
prosedur pemberian perlindungan bagi saksi di dalam Program 
Perlindungan Saksi yang dijalankan di Indonesia terlihat masih 
sangat kacau. 
10) Konsep “orang terkait” di dalam Program Perlindungan Saksi 
Terlalu Sempit 
Yang dimaksud “orang terkait” di sini adalah orang yang 
mempunyai hubungan dengan saksi yang memungkinkan 
dirinya berhak mendapat perlindungan sebagaimana 
perlindungan yang diberikan kepada saksi. Undang-Undang 
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terkait” adalah keluarga dari saksi. Hal ini tertuang secara jelas 
melalui Pasal 1 yang mengakomodasi pengertian keluarga, dan 
Pasal 5 ayat (1) yang memberikan hak atas keamanan terhadap 
keluarga saksi. 
Konsep “orang terkait” yang diatur dalam Program 
Perlindungan Saksi di Indonesia menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
terlalu sempit. Perlu diketahui bahwa orang yang berhubungan 
dengan saksi tidak hanya dari pihak keluarga melainkan 
termasuk perkumpulan atau perusahaan yang justru lebih dekat 
dengan saksi dibandingkan dengan keluarga saksi itu sendiri 
sehingga pihak-pihak tersebut juga memerlukan jaminan 
perlindungan atas keamanan diri mereka. 
Konsep “orang terkait” yang diatur di dalam Undang-
Undang ini perlu dikaji ulang dan perlu dilihat kembali pihak-
pihak yang perlu mendapat perlindungan sebagaimana 
perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi. Konsep 
“orang terkait” ini perlu diperluas pengertian dan cakupannya 
sehingga dapat mendorong pelaksanaan Program Perlindungan 
Saksi yang lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan 
kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan 
perlindungan.   
11) Kewenangan LPSK dalam Menjalankan Tugas Memberikan 
Perlindungan Terhadap Saksi Belum Diatur Secara Jelas 
Sebagaimana amanat yang telah diberikan Undang-
Undang kepada LPSK, yaitu sebagaimana tertuang di dalam 
Pasal 12 yang berbunyi, “ LPSK bertanggungjawab untuk 
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dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal tersebut tidak diikuti 
penjelasan mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki LPSK 
secara lebih spesifik. Di dalam pasal ini, hanya disebutkan 
bahwa LPSK berwenang memberikan perlindungan terhadap 
saksi, tetapi tidak dijelaskan bagaimana perlindungan yang 
diberikan maupun kelanjutan dari kewenangan tersebut. 
Seharusnya LPSK juga diberi kewenangan yang besar dalam 
koordinasi dengan aparat penegak hukum yang melakukan 
tindakan penyelidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan 
Selain itu, LPSK perlu diberi kewenangan untuk 
memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi terutama ketika 
saksi akan memberikan keterangannya selama proses peradilan 
berlangsung. LPSK juga perlu mendapat wewenang untuk 
melakukan pengawasan atas perlindungan saksi ketika saksi 
memberikan keterangan baik di tingkat penyelidikan, 
penyidikan, maupun selama proses pemeriksaan di tingkat 
pengadilan sehingga LPSK dapat secara langsung melihat 
perlakuan yang diterima oleh saksi untuk dapat mengetahui 
bahwa keamanannya benar-benar terjamin. Untuk mendapatkan 
wewenang tersebut, LPSK harus menjalin kerjasama dengan 
aparat penegak hukum yang bersangkutan agar tidak terjadi 
tumpang tindih kewenangan dan kesalahpahaman yang 
menyebabkan perlindungan saksi tidak dapat berjalan efektif 
dan optimal.  
12) Inisiatif Permohonan Perlindungan Yang Berasal Dari Saksi 
Rawan Terhadap Penyalahgunaan 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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pemberian perlindungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
seorang saksi berhak mengajukan permohonan perlindungan 
secara pribadi ke LPSK. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan 
terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh saksi itu sendiri. 
Sebagaimana diketahui, perlindungan yang diberikan LPSK 
sangat membantu saksi dalam menjalani kehidupannya di tengah 
bahaya yang sedang dihadapi berkaitan dengan kasus yang 
menyeretnya. Beratnya bahaya yang dihadapi hanya bisa 
dirasakan oleh saksi itu sendiri. Keadaan yang demikian dapat 
memotivasi saksi untuk “membahayakan” dirinya sendiri. 
Dengan demikian, saksi tersebut dapat mengajukan permohonan 
perlindungan kepada LPSK meskipun kondisi yang sebenarnya 
tidak terlalu membahayakan dan tidak termasuk kriteria untuk 
dapat memperoleh perlindungan. 
b. Kelemahan Pengaturan Bentuk Program Perlindungan Saksi 
Menurut Witness Protection Act 2000 of Queensland 
1) Terlalu Ketat dalam Menentukan Seseorang Dapat Masuk ke 
Program Perlindungan Saksi 
Program Perlindungan Saksi yang dijalankan di 
Queensland secara tegas menentukan tidak semua saksi dapat 
masuk ke dalam Program Perlindungan ini. Hal ini tidak saja 
menjadi nilai positif dari Program Perlindungan saksi yang 
djalankan di Queensland, tetapi juga memberikan dampak 
negatif bagi pelaksanaan program itu sendiri. Tidak semua 
permohonan perlindungan disetujui dan berhak mendapat 
perlindungan yang dijalankan oleh Unit Perlindungan Saksi 
sebagai otoritas pemberi perlindungan. Ketua Unit Perlindungan 
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seorang saksi ke dalam Program Perlindungan, dengan alasan 
tidak adanya cukup informasi yang tersedia atas orang tersebut. 
Dalam memutuskan seseorang dapat masuk ke dalam 
Program Perlindungan Saksi, Ketua Unit Perlindungan Saksi 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 
a) Catatan kriminal seseorang; 
b) Informasi kesehatan seseorang, baik fisik maupun 
psikologis; 
c) Apabila keterangan yang diberikan orang tersebut dapat 
membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan 
tugasnya; 
d) Tersedianya perlindungan untuk orang tersebut; 
e) Perlindungan terhadap orang tersebut dapat diberikan 
dengan berbagai cara; 
f) Bahaya atau ancaman yang dihadapi oleh orang tersebut; 
Banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang 
agar bisa masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi 
menunjukkan bahwa tidak semua saksi yang mengajukan 
permohonan perlindungan dapat masuk ke dalam Program 
Perlindungan Saksi. Berbeda halnya dengan Indonesia, menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, pertimbangan LPSK dalam memberikan 
perlindungan meliputi: 
a) Sifat pentingnya keterangan saksi; 
b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi; 
c) Basil analisis tim medis atau psikolog tentang kondisi saksi; 
d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi. 
Meskipun syarat yang diajukan oleh LPSK dalam 
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perlindungan hampir sama dengan di Queensland, namun 
ketentuan yang berlaku di Indonesia memberikan kelonggaran 
yang cukup sehingga semua saksi yang berada dalam kondisi 
terancam dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan 
haknya.  
2) Tata cara untuk masuk ke dalam program perlindungan, tidak 
dapat berasal dari pribadi yang bersangkutan 
Sesuai dengan ketentuan di dalam Witness Protection Act 
2000 of Queensland, masuknya seseorang ke dalam Program 
Perlindungan Saksi adalah berasal dari inisiatif Ketua Unit 
Perlindungan Saksi atau berdasarkan permohonan perlindungan 
yang diajukan oleh aparat penegak hukum yang menangani 
kasus yang menyeret orang tersebut sehingga diperlukan 
perlindungan bagi orang tersebut. Seseorang atau saksi secara 
tegas tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan 
perlindungan atas dirinya. Hal tersebut sangat berlawanan 
dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang memberikan 
hak penuh kepada saksi untuk mengajukan permohonan 
perlindungan atas dirinya. 
Kelemahan yang muncul dengan adanya sistem ini, bahwa 
orang yang berhubungan langsung dengan kejahatan sangat 
mengetahui kondisinya dan besarnya bahaya yang sedang 
dihadapinya. Apabila tidak ada hak pribadi untuk mengajukan 
permohonan perlindungan, maka belum tentu orang tersebut 
dapat masuk ke dalam Program Perlindungan dan mendapatkan 
perlindungan. Dengan demikian, yang berhak menilai seseorang 
berhak masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi adalah 
Ketua Unit Perlindungan Saksi dan aparat penegak hukum yang 
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3) Program Perlindungan Saksi yang dijalankan di Queensland 
tidak memberikan bentuk perlindungan yang jelas dan spesifik 
Di dalam Witness Protection Act 2000 of Queensland 
tidak disebutkan secara rinci mengenai bentuk perlindungan 
yang ditawarkan di dalam Program Perlindungan Saksi. Witness 
Protection Act 2000 of Queensland hanya menyebutkan satu 
bentuk perlindungan mendasar yaitu berupa pemberian identitas 
baru dengan penerbitan sertifikat atau akta kelahiran yang baru. 
Selain itu, tugas lain yang dipikul Unit Perlindungan Saksi 
adalah pemberian tempat tinggal baru (relokasi) bagi saksi yang 
sudah masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi. Bantuan 
biaya diberikan apabila Program Perlindungan Saksi akan 
berakhir dan dapat dilanjutkan sampai waktu yang ditentukan 
oleh Ketua Unit Perlindungan Saksi. Besarnya bantuan juga 
telah ditentukan oleh Ketua Unit Perlindungan Saksi. 
Tidak dijelaskannya bentuk perlindungan secara spesifik 
sebenarnya didasarkan pada alasan yang sangat matang sehingga 
hal ini tidak melulu menjadi kelemahan Program Perlindungan 
Saksi di Queensland. Perlindungan saksi di Queensland bersifat 
sangat rahasia, bahkan metode perlindungan pun tidak 
dibocorkan kepada publik. Pemberitahuan metode perlindungan 
maupun bentuk perlindungan menjadi ancaman bagi otoritas 
pemberi perlindungan, dalam hal ini Unit Perlindungan Saksi. 
Metode perlindungan dan bentuk perlindungan ynag diberikan 
hanya diketahui oleh saksi yang dilindungi dan Unit 
Perlindungan Saksi itu sendiri. Pembocoran metode 
perlindungan sampai bentuk perlindungan yang diterima dapat 
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BAB IV. PENUTUP 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Antara bentuk Program Perlindungan Saksi menurut Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Witness 
Protection Act 2000 of Queensland memiliki beberapa persamaan, yaitu 
pertama dilihat dari segi substansi Undang-Undang yang sama-sama 
mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap saksi. Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness 
Protection Act 2000 of Queensland mengatur bahwa pemberian perlindungan 
dilaksanakan melalui sebuah Program Perlindungan Saksi. Yang kedua, 
pemberian perlindungan yang dilaksanakan berdasarkan kedua aturan tersebut 
sama-sama diawali dari sebuah perjanjian tertulis. Yang ketiga, dasar 
pertimbangan yang dijadikan alasan untuk memberikan perlindungan 
terhadap seorang saksi adalah sama-sama mempertimbangkan catatan 
kejahatan dan kondisi kejiwaan atau psikologis saksi yang bersangkutan. 
Sedangkan adanya perbedaan pengaturan bentuk program perlindungan saksi 
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi 
dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland terletak pada 
beberapa indikator yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Perbedaan 
mendasar antara keduanya adalah konsep mengenai Program Perlindungan 
Saksi, konsep mengenai pengertian saksi dan saksi yang dilindungi. Program 
Perlindungan Saksi di Queensland diatur secara eksplisit di dalam Witness 
Protection Act 2000 of Queensland sedangkan di Indonesia, perlindungan 
Saksi tidak dilaksanakan berdasarkan suatu sistem yang jelas melalui sebuah 
Program Perlindungan. Selanjutnya konsep mengenai pengertian saksi antara 
Indonesia dengan Queensland juga berbeda. Saksi di Indonesia diartikan 
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau 
ia alami sendiri, ia berhak mendapat perlindungan karena bahaya yang 
mengancamnya. Sedangkan Witness Protection Act 2000 of Queensland tidak 
memberikan definisi spesifik mengenai saksi tetapi langsung menjelaskan 
mengenai tetapi langsung memberikan definisi orang yang boleh masuk ke 
dalam Program Perlindungan Saksi, yaitu orang yang membutuhkan 
perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah 
membantu, atau sedang membantu suatu badan penegak hukum dalam 
menjalankan fungsinya. Seseorang menjadi saksi yang dilindungi apabila 
telah masuk ke dalam Program Perlindungan Saksi dan kemudian berhak 
memperoleh perlindungan. Selain itu, pihak pelaksana Program Perlindungan 
Saksi juga berbeda. Di Indonesia, perlindungan saksi dilaksanakan oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana telah 
diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland hanya menentukan bahwa perlindungan saksi di Queensland 
dilaksanakan oleh sebuah komisi. Pada kenyataannya, perlindungan saksi di 
Queensland dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Saksi yang bernaung di 
bawah Crime and Misconduct Commission (CMC). Indikator perbedaan 
lainnya bisa dilihat dari tata cara memperoleh perlindungan, dasar 
pelaksanaan program, berakhirnya Program Perlindungan, bentuk 
perlindungan, konsep “orang terkait” di dalam Program Perlindungan dan 
efektifitas Program Perlindungan Saksi. 
2. Selain memiliki persamaan dan perbedaan, pengaturan bentuk program 
perlindungan saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan Witness Protection Act 2000 of 
Queensland juga memiliki kelebihan maupun kelemahan. Kelebihan 
pengaturan bentuk program perlindungan saksi menurut Undang-Undang 
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hanya ditujukan kepada saksi tetapi juga kepada korban. Sebagaimana 
diketahui, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, korban juga dapat 
dikatakan sebagai saksi, yaitu dengan istilah saksi korban. Selain itu, LPSK 
sebagai otoritas pelaksana pemberi perlindungan juga diamanatkan secara 
langsung oleh Undang-Undang dan diberi hak untuk bekerjasama dengan 
instansi lain yang terkait. Indikator kelebihan yang lain adalah penjelasan 
secara spesifik mengenai bentuk perlindungan serta prosedur perlindungan 
yang dapat berasal dari permohonan yang diajukan secara pribadi oleh saksi 
yang bersangkutan. Akan tetapi, inisiatif dari saksi tersebut rawan 
menimbulkan penyalahgunaan sehingga menimbulkan kelemahan dari 
pengaturan bentuk program perlindungan saksi yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Selain itu, masih banyak kelemahan yang ditemukan yang lebih mengacu 
pada konsep pelaksanaan program perlindungan saksi itu sendiri. Sedangkan 
di Queensland, bentuk program perlindungan saksi diatur secara tegas di 
dalam Witness Protection Act 2000 of Queensland yang turut mengatur 
syarat, tata cara sampai diperolehnya perlindungan dan berakhirnya 
perlindungan. Namun demikian, pengaturan bentuk program perlindungan 
saksi menurut Witness Protection Act 2000 of Queensland dinilai terlalu ketat 
dalam memasukkan seseorang ke dalam Program Perlindungan Saksi. 
Ketatnya syarat yang diajukan pada kenyataannya turut mendorong 
keberhasilan pelaksanaan perlindungan saksi yang dituangkan dalam sebuah 
Program Perlindungan Saksi yang diatur di dalam Witness Protection Act 























































1. Permasalahan mengenai perlindungan saksi merupakan salah satu masalah 
yang sangat penting untuk ditangani dengan baik hampir di setiap negara 
karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti di pengadilan yang 
akan mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Indonesia sebagai 
negara yang tergolong baru dalam menerapkan perlindungan terhadap saksi 
melalui LPSK harus berani belajar dari negara lain yang telah lebih dulu 
menerapkan perlindungan terhadap saksi. Oleh karena itu, adanya penulisan 
mengenai perbandingan antara pengaturan bentuk program perlindungan 
saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban dengan Witness Protection Act 2000 of Queensland 
diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi lembaga penegak hukum yang 
ada di Indonesia, khususnya yang bertugas untuk memberikan perlindungan 
terhadap saksi. Mencermati terhadap bentuk Program Perlindungan Saksi 
yang benar-benar mengedepankan perlindungan terhadap saksi diharapkan 
dapat menjadi bahan pembelajaran bagi aparat penegak hukum di Indonesia 
dalam memberikan perlindungan perlindungan terhadap saksi demi 
menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). 
2. Perlindungan saksi di Indonesia seharusnya dilaksanakan berdasarkan suatu 
sistem yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sesama lembaga 
atau aparat penegak hukum dalam memberkan perlindungan terhadap saksi. 
Ini artinya, perlu adanya perbaikan dan pembenahan dalam hal kelembagaan  
dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait yang perlu dikaji ulang. 
Dengan demikian, pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi dapat 
berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan perlindungan saksi seperti yang selama ini banyak 
terjadi, dapat dihindari. Berkaca pada Program Perlindungan Saksi yang 
dilaksanakan di Queensland, Indonesia sebaiknya mengedepankan 
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yang diberikan. Program Perlindungan Saksi menjadi penting sebagai wadah 
perlindungan terhadap saksi untuk menghindari kekhawatiran saksi dalam 
memberikan keterangan yang berujung pada terhentinya penyelesaian suatu 
tindak pidana di tengah jalan. Perlindungan Saksi di Indonesia seharusnya 
dijalankan melalui beberapa tahap, yaitu: pada tahap penyelidikan, pada tahap 
penyidikan, pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan (baik sebelum, ketika 
atau setelah memberikan keterangan), sampai setelah berakhirnya perkara dan 
jatuhnya putusan Hakim terhadap Terdakwa. Tahapan tersebut penting karena 
menyangkut bentuk perlindungan yang diberikan yang tentu saja mendorong 
efektifitas pemberian perlindungan terhadap saksi. Selain itu, koordinasi 
antara aparat penegak hukum dengan LPSK sangat penting demi menunjang 
pemberian perlindungan terhadap saksi dan agar tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan yang dapat menyebabkan ketidak-optimalan perlindungan 
terhadap saksi. 
3. Perlu dilakukannya peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama untuk melihat 
substansi yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Perbaikan 
kelembagaan serta perubahan sistem perlindungan saksi dapat dilakukan 
apabila ketentuan hukum yang mengatur memberikan kejelasan mengenai 
sistem yang dapat diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan 
terhadap saksi. Oleh karena itu, peninjauan kembali (Judicial Review) 
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban perlu dilakukan untuk memperbaiki ketidakjelasan sistem yang 
terlanjur berjalan agar tidak semakin terpuruk. 
